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BUPATI MUSI RAIIIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 36 TAHUN2O2L

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2A2L_2O26

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

I batrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal L23

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahut 2at7

tentang Tata Cara Perencanaart, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi

Rancangan Perattrran Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Paqiang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Musi Ratras tentang

Pengesahan Rencana strategis Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2021-2026.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapr4ia di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



f) UndanpUndang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)'

sebagairnana telah diubah beberapa kali teralrtrir

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015

tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lemharan Negara Republik

Indonesia Nomor 5679h

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2OOB tentang

Tahapan Tata Cara Pen]rusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB

Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a817);

Peraturan Presiden Nomor L8 Tatrun 2A2O tentaflg

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2O2CI-2A24 pembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1O);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2AL7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL7 Nomor 1312);

\).
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6. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor

11lah

7. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 77 Tahun

2o2atentangPedomanTeknisPengelolaanKeuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 178U;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-37O8

Tahun 2O2O tentang Hasil verifikasi dan validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7

Tahun 2o1o tentang Rencana Pembangunan Jangka

Par\iang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO5-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun ?O1O Nomor 7);

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1O

Tahun 2016 tentang Pembentukern dan susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas {Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2at6 Nomor

1O), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tatrun 2A2L

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2AL6 tentang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (Lemharan Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 201'6 Nomor 1O)'

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7

Tahun 2o2L tentang Rencana Pembangunan Jangka

MenengahDaerah Tahun 2A2,-2A26 fl'embaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2L Nomor

7]'.
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERA?URAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG

PENGESAHANRENCANASTRATEGISPERANGKAT

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

MUSI RAWAS TAHUN 2O2L.2O26.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas

3. Bupati adalah BuPati Musi Rawas

4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut a$as otonomi dan tugas pembanflran dengan

prinsip otonomi seluas-lua$nya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah yaflg selanjutnya disingkat PD

adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

6. Rencana Pembangunan Janglca Menengah Daerah

yangselanjutnyadisingkatRPJMDadalahdokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun'

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selar{utnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan

reneana pembanguaan tahunan daerah'
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g. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renstra PD adalah dokumen perenca'naan

Perangkat Daerah untuk periode 5 flima) tahun;

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belar{a Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(URenstraPDTahun2a2l-2o26merupakanpenjabaran
dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2o2l-2026;

(21 Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menJrusun

Renja PD.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adala}I

sebagai berikut:

a. Renstra sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2A2t-2A26;

b. Renstra sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas

Talrun 2O2t-2O26;

c. Renstra Dinas Pendidikan l(abupaten Musi Rawas

Tahun 202L-2O26;

d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawa's

Tahun 2A2t'2O26;

e. Renstra Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun

2A2L-2026;

f. Renstra Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2QZL-2A26;
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g. Renstra Dinas PU Cipta Ka4ra, Tata Ruang dan

Pengairan KabuPaten Musi Ranras

Tahun 2A2L-2O26;

h. Renstra Dinas Perumahan Rakryat dan Kawasan

PermukimanKabupatenMusiRawasTahun2a2L-
2A26;

i. Renstra Satuan Polisi Pamong Preia dan Pemadam

KebakaranKabupatenMusiRawasTahun2A21.2A26;

j.RenstraDinasSosialKabupatenMusiRawasTahun
2A2L-2026;

k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2t-2O26;

1. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun

202t-2026;

m. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2O2L-2026;

n. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2O2L-2O26;

o. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2L'2426;

p. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2l-2426;

q. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2a2G2A26;

r. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2A2L'2O26;

s. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2A2L-2A26;

t. Renstra Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Musi Ravras Tahun 2O2L-2O26;
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Lr. Renstra Dinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun

202L-2A26;

v. Renstra Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2A2L-2O26;

w.RenstraDinasKebudayaandanPariwisataKabupaten
Musi Rawas Tahun 2O2L-2O26;

x.RenstraDinasPerpustalraandanKearsipanKabupaten
Musi Rawas Tahun 2021'-2026;

y. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2A2L'2O26;

z. Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2O2L-2O26;

aa,RenstraDinasPertaniandanPeternakanKabupaten
Musi Rawas Tahun 2A2l'2A26;

bb. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2L-2026;

cc. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2L-2Q26;

dd. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2A2L-2O26;

ee. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daeratt

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2A2L'2A26;

ff. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun

202L-2026;

gg. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2A2l-2A26;

hh. Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun

202L-2A26;

ii. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2l-2O261"
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ir. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2L-2O26;

kk. Renstra Kecamatan sTL Ulu Terawas Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2A2b2O26;

11. Renstra Kecamatan selangit Kabupaten Musi Rawas

Tatrun 202l-2A26;

mm. Renstra Kecamatan sumber Harta Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2O2L-2O26;

nn. Renstra Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2O2L-2O26;

oo. Renstra Kecamatan hrrwodadi Kabupaten Musi Rawas

Tatrun 2O2L-2O26;

pp. Renstra Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2O2L-2O26;

qcl. Renstra Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

I(abupaten Musi Rawas Tahun 2O21"2O26;

rr. Renstra Kecamatan Jayaloka Ikbupaten Musi Rawas

Tahun 2O2L'2O26;

ss. Renstra Kecamatan suka Karya Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2A2L-2O26;

tt. Renstra Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2A2L-2O26;

uu. Renstra Kecamatan TUah Negeri Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2OZL-2A26;

w. Renstra Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2O2L-2A26;

ww. Renstra Kecamatan Megang sakti Kabupaten Musi

Rauras Tahun 202L -2026;

ro(. Renstra Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2A2L-2O26.
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Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud

sebagai dolnrmen Perencanaan

masing Perangkat Daerah'

dalam Pasal 1 berfungsi

strategis Pada masing-

orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan BuPati ini dengan

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan BuPati ini mulai berlaku Pada tanggal

diundangkan

Agar setiaP

pengundarlgan

penempatannYa

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada.tanggal ae .(P&Alnbgr zaZL

RAWAS,

MUD

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal ac {iry4e615*

PJ. SEKRETARIS DAERAH

2021
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TEN MUSI RAWAS,
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[.eU

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2A2I NOMOR 3L
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kehadirat  Allah SWT karena, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya 

Penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas akhirnya terselesaikan dengan baik. Perencanaan strategis 

adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan 

tujuan suatu organisasi. Dalam perencanaan tersebut dilakukan analisis masalah, 

identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk 

mencapai tujuan. 

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 telah menjabarkan visi dan 

misi kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 menjadi 

program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga tersedia dokumen perencanaan 

yang komprehensif. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat rencana pembangunan 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang tergambar ke dalam tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan beserta rencana pendanaan disertai 

dengan indikator dan target capaian. 

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam 

penyusunan Rencana Strategis ini.  Oleh karena itu sumbang saran dari berbagai 

pihak tentu sangat kami harapkan  guna lebih menyempurnakan Renstra 

Disnakertrans demi kemajuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian di Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai. 

    

              Muara Beliti,      Oktober 2021 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu dari 17 Kabupaten/Kota   

di Provinsi Sumatera Selatan yang juga terkenal dengan julukan Bumi 

Silampari. Menurut letak geografis wilayah Kabupaten Musi Rawas terletak 

pada posisi 2º,20’00’’- 3º,38’00” Lintang  Selatan;102º,00 -103º,45 Bujur Timur 

engan ketinggian 129 meter di atas permukaan laut yang memiliki luas wilayah 

6.357,17 Km² dan kepadatan penduduk 62,22 jiwa/km². Secara administrasi 

Kabupaten Musi Rawas terdiri 14 Kecamatan yang meliputi 186 Desa dan 13 

kelurahan. Adapun jumlah penduduk sebagai objek pembangunan 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasi didaerah ini; Laki- laki = 202.703 orang 

dan Perempuan = 192.867 orang, jumlah seluruhnya 395.570 orang.  

Didasari oleh manifestasi tanggung jawab beban tugas yang diemban 

Disnakertrans yakni mengurusi pembangunan manusia seutuhnya, maka 

pemikiran/perhatian utama diarahkan kepada upaya-upaya peningkatan 

penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran 

terbuka. Dengan mengetahui betapa kompleknya persoalan beban tugas 

Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi 

Rawas, seyogyanya pantas jika didukung oleh sumber daya aparatur yang 

memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dimana saat ini menurut 

data kepegawaian tercatat kekuatan personil tersedia 38 orang PNS dan 

dibantu 28 orang tenaga honorer. 

RPJMD maupun Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan yang 

dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

maupun perencanaan OPD, perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah 

maupun OPD merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhtungkan sumber daya yang 

tersedia. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu 

lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.  

Perencanaan strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas 

dan strategi khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi 

meliputi kekuatan dan kelemahan serta lingkungan termasuk peluang dan 



Renstra Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 

 

 

2 

tantangan serta kecenderungan atau “trends” dan selanjutnya 

mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk 

memperbaiki kinerja (performance) suatu organisasi dengan mengembangkan 

visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. 

Adapun langkah-langkah untuk mencapai misi dan tujuan strategis Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas mesti ditempuh 

dengan berbagai strategi diantaranya, melakukan kajian terhadap lingkungan 

internal dan eksternal guna mengetahui kekuatan maupun kelemahan yang 

dimiliki, kemudian seoptimal mungkin dimanfaatkan dalam mengatasi 

tantangan beban tugas yang sudah menanti dan didokumentasikan ke dalam  

Renstra. Diharapkan dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas mempunyai konsep yang jelas sebagai acuan 

menjalankan perannya secara profesional selaku penyelenggara 

pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

disusun dengan berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan 

berwawasan 5 (lima) tahunan : 

1. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD; 

2. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program 

setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk 

jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan 

BAPPEDA; 

3. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas yang disusun sebagai dokumen 

Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang 

teknis setiap tahun anggaran. 

 

 

 

 

 

 



Renstra Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 

 

 

3 

Tabel 1.1 

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Maksud dan Tujuan 

 1. Maksud  

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas tahun 2021–2026 yaitu untuk:  

1.1 Memberikan gambaran seperti apa dan bagaimana sesungguhnya 

dampak yang dirasakan masyarakat atas hasil pelaksanaan program-

program aksi 5 (lima) tahun terakhir dan strategi terbaik seperti apa yang 

mesti dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme intitusi dalam 

memberikan pelayanan terhadap semua sektor lapangan usaha 5 (lima) 

tahun kedepan. 

1.2. Memberikan acuan sekaligus landasan yang kuat dan jelas bagi segenap 

jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

untuk menjalankan program-program pembangunan bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 
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1.3. Sebagai bahan evaluasi yang hasilnya akan dipublikasikan melalui 

pertanggung jawaban Kepala Dinas atas kinerja selama 1(satu) tahun 

dalam bentuk Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah (LKjIP). 

 

2. Tujuan 

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas tahun 2021–2026 yakni untuk : 

2.1 Menjelaskan uraian program-program pembangunan bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan 

Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi 

Rawas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan melalui pembiayaan 

sumber dana APBN, CSR,  APBD. I dan  APBD. II  Kabupaten Musi 

Rawas. 

 

2.2 Sebagai rujukan didalam menilai kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas setiap akhir tahun anggaran  

dengan tolak ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil 

(outcome). 

 

1.3. Landasan Hukum  

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951); 

3) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  2003  tentang 

Ketenagakerjaan; 

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
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7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka 

Penjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4725); 

11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

12) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan Undang- 

Undang 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian bahwa 

Penyelenggaraan Transmigrasi Berbasis Kawasan; 

13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578): 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
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Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Nedgara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang  Wilaya Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833); 

19) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019; 

20) Peraturan Menteri  Dalam Negeri No. 13  Tahun 2006  tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyususnan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

22) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang 

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025; 

23) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005- 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7); dan 

24) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas. 

 

1.4. Metode Penyusunan 

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Musi Rawas disajikan berdasarkan hasil pengolahan data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan 

peninjauan ke lapangan; interview ke masing–masing bagian, bidang, seksi 

dan subbag di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Musi Rawas untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi dan Misi melalui 

kegiatan yang sudah/akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir dan 5 
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(lima) tahun kedepan, serta upaya-upaya apa saja yang mesti dilakukan untuk 

mewujudkan visi luhur yang didambakan dalam rangka meningkatkan peran 

Dinas agar handal mengatasi semua tantangan dalam pelaksanaan 

pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian periode RPJM 

2021- 2026.  

Data sekunder merupakan data penunjang/pelengkap dari data pemerintah 

berupa data publikasi atau informasi perjalanan pembangunan  

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kabupaten Musi Rawas termasuk 

gambaran umum wilayah Kabupaten Musi Rawas dari Bappeda, BPS dan 

diperkaya dengan data dari banyak sumber baik intansi pemerintah maupun 

pihak swasta/pemangku kepentingan pada sektor ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif selanjutnya 

disusun menurut metode content analysis. Yaitu penyusunan data yang 

disesuaikan dengan tujuan penyusunan namun dilakukan verifikasi dan 

disajikan dalam bentuk deskriptif. Akhirnya data yang sudah tersusun tersebut 

kemudian diintegrasikan dalam bentuk dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Bab   I   :  Pendahuluan, yaitu memuat latar belakang penyusunan Renstra, 

Landasan Hukum serta Maksud dan Tujuan penyusunan RENSTRA. 

 Bab II :  Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

   Menjelaskan tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

serta hal-hal yang dianggap penting pada lingkup Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

 Bab  III :  Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah  

   Menguraikan kondisi sesungguhnya ketersediaan, kebutuhan, 

penyerapan dan kompetensi tenaga kerja daerah termasuk 

produktivitas transmigrans disertai penjelasan permasalahan-

permasalahannya. 

 Bab   IV :  Tujuan dan Sasaran 

   Menjelaskan Tujuan dan Sasaran menguraikan makna pencapaian 

tujuan dan sasaran serta rancangan langkah-langkah 
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 Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan 

   Menjelaskan strategi guna menentukan kebijakan yang akan 

ditempuh. 

 Bab VI : Rencana Program dan Pendanaan 

   Menguraikan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas untuk mendorong percepatan 

pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 

periode lima tahun kedepan. 

 Bab  VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

   Menguraikan hubungan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Tujuan dan Sasaran 

RPJMD 

 Bab VIII : Penutup  

   Menguraikan kesimpulan dan harapan dari penyusunan Renstra 

Dinas dalam menyelenggarakan pembangunan bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 
 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas, merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

2.1. TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas adalah : 

 

 

 

 

 

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi-fungsi 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

b. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaaan kegiatan 

dibidang program, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan 

tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, syarat 

kerja dan jaminan sosial serta pembangunan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang program, pelatihan kerja dan 

produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja, hubungan industrial,syarat kerja dan jaminan sosial serta 

pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; 

f. Pelaksanaan administrasi penatausahaan Dinas; 

g. Pembinaan terhadap UPT Dinas; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan” 
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2.2. SUSUNAN ORGANISASI 

Dalam Susunan Organisasi diuraikan tugas pokok dan fungsi  Perangkat Daerah 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas dan selengkapnya 

seperti dibawah. 

 
2.3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPANNYA 

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahkan: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.. 

c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, 

membawahkan: 

1) Seksi Informasi Pasar Kerja; 

2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan 

3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja. 

d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan: 

1) Seksi Pelatihan dan Pemagangan; 

2) Seksi Pembinaan Instruktur dan Sertifikasi; dan 

3) Seksi Bimbingan dan Produktivitas. 

e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial membawahkan: 

1) Seksi Persyaratan Kerja dan Jamsostek; 

2) Seksi Pengupahan dan Kelembagaan Hubungan Industrial; dan 

3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 

f. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, 

membawahkan: 

1) Seksi Penyiapan Kawasan dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi; 

2) Seksi Pembangunan dan  Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan 

Transmigrasi; dan 

3) Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Transmigrasi. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

1) Kepala UPTD  

2) Sub Bag Tata Usaha  

3) Kelompok Jabatan Fungisional 
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Sesuai dengan SOTK yang mengacu pada Peraturan Bupati Musi Rawas 

Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi Dinas 

Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 1 (satu) 

Sekretariat, 3  (tiga)  Sub Bagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) seksi, 1 (satu) 

Ka UPTD setingkat eselon IV.a 

1.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

a. Tugas pokok  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

melaksanakanurusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Kabupaten. 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga 

Kerja  dan  Transmigrasi  mempunyai  fungsi sebagai berikut: 

1) penyusunan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian; 

2) perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketrans 

migrasian; 

3) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

4) pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan dibidang program, pelatihan kerja dan proruktivitas tenaga 

kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, 

hubungan industrial, syarat kerja jaminan sosial  serta pembangunan 

dan pengembangan kawasan transmigrasi; 

5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  di bidang program, pelatihan 

kerja dan proruktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan 

perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, syarat kerja jaminan 

sosial  serta  pembangunan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi; 

6) pelaksanaan administrasi  penatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; 

7) pembinaan terhadap UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

8) pelakanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati  sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Dalam hal ini, fungsi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas dapat disederhanakan/diringkas menjadi : 

Pelaksanaan pembinaan umum, perumusan kebijakan, pengkoordinasian 

dan kerjasama dalam rangka pelayanan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian. 

 

2.   Sekretariat 

a. Tugas Pokok  

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan dan 

pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 

serta melaksanakan pelayanan administrasi untuk menunjang tugas pokok 

seluruh unit kerja dilingkungan Disnakertrans.  

b. Fungsi 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Disnakertrans. 

2) Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan Dinas; 

3) Pengelolaan administrasi perkantora, administrasi keuangan dan 

administrasi kepegawaian; 

4) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan 

hubungan masyarakat; 

5) Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Dinas; 

6) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan unit kerja Dinas; dan. 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2.1. Subbag Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas : 

a) Menyusun rencana dan anggaran Dinas; 

b) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan 

kegiatan Dinas; 

c) Menyusun Rencana Strategis, Rencana Program dan Kegiatan Dinas; 

d) Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Dinas; 
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e) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Dinas; dan 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

g) kepegawaian dan disiplin pegawai; 

h) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di-

sub bagian umum dan kepegawaian; dan  

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugasnya. 

 

2.2 . Subbag  Keuangan dan Aset, mempunyai tugas: 

a) Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan 

dan aset Dinas; 

b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Dinas; 

c) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan 

anggaran keuangan Dinas;   

d) Menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan 

akhir tahun; 

e) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;  

f) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset Dinas; 

dan 

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2.3 . Subbag Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas: 

a) Menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan Kepegawaian; 

b) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kenderaan dinas, 

peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya; 

c) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan 

prasarana dilingkungan Dinas; 

d) Melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi barang- barang inventaris; 

e) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan perlengkapan Dinas; 
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f) Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, 

penyiapan rapat- rapat dinas dan dokumentasi; 

g) Melaksankan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi 

kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Dinas; 

h) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian  dan penyiapan pegawai 

untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan; 

i) Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga 

teknis dan fungsional; 

j) Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan bidang tugasnya; dan  

k) Melaksankan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan 

tugas fungsinya.  

 

3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

a. Tugas Pokok 

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, 

koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan dibidang pelatihan dan pemagangan, pembinaan instruktur dan 

sertifikasi, dan bimbingan dan produktivitas. 

 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Bidang 

Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan penyusunan perencanaan dibidang pelatihan dan pemagangan, 

pembinaan instruktur dan sertifikasi, dan bimbingan dan produktivitas; 

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelatihan dan pemagangan, 

pembinaan instruktur dan sertifikasi, dan bimbingan dan produktivitas; 

c. penyiapan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelatihan 

dan pemagangan, pembinaan instruktur dan sertifikasi, dan bimbingan dan 

produktivitas; 

d. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan 

pemagangan, pembinaan instruktur dan sertifikasi, dan bimbingan dan 

produktivitas;  

e. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang tugasnya; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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3.1 Seksi Pelatihan dan Pemagangan, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja di seksi 

pelatihan dan pemagangan; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi, serta pengendalian dan 

evaluasi di-seksi pelatihan dan pemagangan; 

c. menyiapkan bahan kurikulum dan silabus pelatihan; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi terhadap siswa siswi yang 

dilatih pasca pelaksanaan pelatihan; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan dan pemagangan bagi 

alumni pelatihan tenaga kerja; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan bahan, materi dan 

peralatan pelatihan keterampilan kerja; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan 

fasilitasi dalam pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 
 

3.2 Seksi Pembinaan Instruktur dan Sertifikasi,  mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja di seksi 

pembinaan instruktur dan sertifikasi; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi, serta pengendalian dan 

evaluasi di seksi pembinaan instruktur dan sertifikasi; 

c. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan profesionalisme tenaga 

kepelatihan/ instruktur; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian perizinan lembaga latihan 

swasta; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tes kualifikasi izin lembaga latihan 

swasta; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian sertifikasi 

pelatihan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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3.3 Seksi Bimbingan dan Produktivitas, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja di seksi 

bimbingan dan produktivitas; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi serta pengendalian dan 

evaluasi di seksi bimbingan dan produktivitas; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pelatihan bagi pencari 

kerja dan tenaga kerja usaha kecil mandiri; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 

dalam pengembangan produktivitas tenaga kerja; 

e. menyiapkan bahan pengembangan produktivitas tenaga kerja di perusahaan 

serta memantau penerapannya guna meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas kerja di perusahaan; 

f. menyiapkan bahan pengukuran produktivitas tingkat daerah; 

g. menyiapkan bahan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja; and 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas  

dan fungsinya. 

 

4 Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. 

a. Tugas Pokok 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, 

koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan dibidang penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja dan 

perluasan kesempatan kerja. 

 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan penyusunan perencanaan dibidang penempatan tenaga 

kerja, informasi pasar kerja, dan perluasan kesempatan kerja; 

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja, 

informasi pasar kerja, dan perluasan kesempatan kerja: 

c. penyiapan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam 

penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja, dan perluasan 

kesempatan kerja; 

d. penyiapan pengendalian evaluasi dan pelaporan dibidang penempatan 

tenaga kerja, informasi pasar kerja, dan perluasan kesempatan kerja; 

dan 
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e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

4.1 Seksi Informasi Pasar Kerja, mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan  dan melaksanakan penyusunan rencana kerja di 

seksi  informasi pasar kerja; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi, 

sertapengendalian dan evaluasi di seksi informasi pasar kerja; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan informasi pasar 

kerja dan penyebarluasan lowongan kerja; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebutuhan 

informasi pasar kerja; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan bursa kerja; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis informasi pasar kerja 

dan bimbingan jabatan bidang ketenagakerjaan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

4.2 Seksi Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja di 

seksi penempatan tenaga kerja; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi 

sertapengendalian dan evaluasi di seksi penempatan tenaga kerja; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi penempatan 

tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penempatan dan penyaluran 

tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan penempatan 

tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan lanjut usia 

serta pendaftaran pencari kerja; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi 

pendirian Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Kantor 

Cabang PJTKI, Lembaga Pelayanan dan Penempatan Swasta Antar 

Kota Antar Daerah (LPPS AKAD), memproses perizinan pendirian 

Bursa Kerja Khusus (BKK), LPPS Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), 

penampungan calon TKI serta perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Asing dan Lembaga Penyedia Tenaga Kerja; 
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g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan pembinaan 

kepada LPPS dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta (PTKIS); 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan pembinaan tenaga kerja 

asing; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

4.3 Seksi Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja di 

seksi perluasan kesempatan kerja; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi 

sertapengendalian dan evaluasi di seksi perluasan kesempata kerja; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi data/bahan 

penyuluhan kepada pencari kerja lulusan SD, SLTP, SLTA dan 

Sarjana dalam rangka penerapan teknologi padat karya dan usaha 

mandiri; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan dan kerja 

sama antar lembaga. 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman 

pendaftaran pengerahan dan seleksi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik 

(TKMT) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) lulusan SLTA dan 

Sarjana; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan 

pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan padat karya, 

produktivitas dan infrastruktur; 

h. menyiapkan bahan dan melaksnakan pengumpulan dan 

inventarisasi data potensi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan 

pengembangan tenaga kerja mandiri dan perluasan kerja; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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5 . Bidang Hubungan Industrial, Syaratan Kerja dan Jaminan Sosial. 

a. Tugas Pokok  

Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial, mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, 

pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan kegiatan dibidang persyaratan kerja dan jaminan sosial, 

pengupahan dan kelembagaan hubungan industrial, dan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

 
b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang 

Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan penyusunan perencanaan dibidang hubungan industrial, 

Syarat Kerja dan Jaminan Sosial; 

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis persyaratan kerja dan jaminan 

sosial, pengupahan dan kelembagaan hubungan industrial dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

c. penyiapan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam 

persyaratan kerja dan jaminan sosial, pengupahan dan kelembagaan 

hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

d. penyiapan pengendalian dan evaluasi dibidang persyaratan kerja dan 

jaminan sosial, pengupahan dan kelembagaan hubungan industrial dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

5.1     Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja di 

seksi persyaratan kerja dan jaminan sosial; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi sertapengendalian 

dan evaluasi di seksi persyaratan kerja dan jaminan sosial; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakaninventarisasi perusahaan- 

perusahaan yang belum membuat perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan dan perjanjian kerja bersama dan yang belum 

mengikutsertakan dalam jamsostek; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan persyaratan kerja, 

dan jaminan sosial; 
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e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan bagi perusahaan 

yang wajib membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja bersama dan kewajiban mengikutsertakan dalam 

jamsostek; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengurusan pencatatan 

perjanjian kerja, pengesahaan peraturan perusahaan dan pencataan 

perjanjian kerja bersama; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan BPJS; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

5.2 Seksi Pengupahan dan Kelembagaan Hubungan Industrial, mempunyai 

tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja di 

seksi pengupahan dan kelembagaan hubungan industrial; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi serta pengendalian 

dan evaluasi di seksi pengupahan dan kelembagaan hubungan 

industrial; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan 

sidang dewan pengupahan dalam rangka penetapan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMKS); 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan ketentuan 

UMK dan UMSK dan evaluasi perusahaan yang meminta 

penangguhan pelaksanaan UMK/UMSK; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan survey 

kebutuhan kebutuhan hidup layak; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pendataan 

organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, Lembaga Kerja Sama 

(LKS) Bipartit dan perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk 

dibentuk organisasi dan LKS Bipartit, dan pembinaan terhadap 

organisasi pekerja pengusaha, LKS Bipartit; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan 

pembentukan LKS Tripartit Sektoral dan melakukan pencatatan 

terhadap organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang 

mengajukan permohonan pencatatan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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5.3  Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana 

kerja di seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi serta pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di seksi penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan bidang 

deteksi dini, mogok kerja dan  pencegahan perselisihan; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan deteksi dini, penanganan mogok kerja, 

pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

6. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

a. Tugas Pokok 

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penyiapan kawasan 

dan pelayanah pertanahan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dan pengembangan usaha 

ekonomi dan sosial budaya transmigrasi. 

 
b. Fungsi  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang 

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan penyusunan perencanaan dibidang penyiapan kawasan dan 

pelayanah pertanahan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, dan pengembangan usaha 

ekonomi dan sosial budaya transmigrasi; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis penyiapan kawasan dan 

pelayanah pertanahan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, dan pengembangan usaha 

ekonomi dan sosial budaya transmigrasi; 

c. penyiapan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam 

penyiapan kawasan dan pelayanah pertanahan transmigrasi, 
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pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan 

transmigrasi, dan pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya 

transmigrasi; 

d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyiapan 

kawasan dan pelayanah pertanahan transmigrasi, pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, dan 

pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigrasi; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

6.1 Seksi Penyiapan Kawasan dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi 

mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja di seksi 

penyiapan kawasan dan pelayanan pertanahan transmigrasi; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, serta pengendalian dan 

evaluasi di seksi penyiapan kawasan dan pelayanan pertanahan 

transmigrasi; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi dan informasi potensi 

kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan 

kawasan serta mediasi; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis 

tata ruang satuan kawasan pengembangan; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pencadangan tanah 

kawasan transmigrasi, identifikasi dan penataan tanah kawasan 

transmigrasi, pengelolaan tanah kawasan transmigrasi serta dokumentasi 

penyediaan tanah kawasan transmigrasi; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengukuran bidang tanah 

kawasan transmigrasi, pengurusan hak atas tanah kawasan transmigrasi, 

advokasi pertanahan kawasan transmigrasi dan dokumentasi pelayanan 

pertanahan kawasan transmigrasi; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

6.2 Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 

Transmigrasi,  mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja di seksi 

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan 

transmigrasi; 
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b. menyiapkan bahan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, serta pengendalian dan 

evaluasi di seksi pembangunan dan pengembangan sarana dan 

prasarana kawasan transmigrasi; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi dan publikasi, kemitraan 

badan usaha, kemitraan masyarakat dan kemitraan kelembagaan 

pemerintah; 

d. penyiapan bahan dan melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana, 

serta perencanaan pengembangan masyarakat 

e. penyiapan bahan dan melaksanakan pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi 

perkembangan kawasan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

6.3 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya 

Transmigrasi,mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusuan rencana kerja di seksi 

pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigrasi; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi, serta pengendalian 

dan evaluasi di seksi pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya 

transmigrasi; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan produksi, pengolahan 

dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan serta kewirausahaan; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pangan, fasilitasi 

kesehatan, pendidikan, mental spiritual dan seni budaya, serta 

kelembagaan pemerintah dan masyarakat; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk. 



Renstra Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 

 

 

24 

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

8. UPT LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH. 

a. Tugas Pokok 

UPT LatihanKerja Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dibidang latihan kerja usaha kecil dan menengah . 

 
b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Peraturan 

Bupati Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2008 UPT Latihan Kerja Usaha Kecil 

dan Menengah menyelenggarakanfungsi: 

1. penyusunan program kerja di bidang pelatihan tenaga kerja; 

2. penyusunan program kerja di bidang dana pembantuan dan 

dekonsentrasi; 

3. perencanaan kegiatan latihan kerja berdasarkan kebutuhan pasarkerja 

dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya; 

4. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

koordinasi dan pengendalian bidang umum dan perlengkapan; 

5. pengkoordinasikan dengan intansi terkait serta perusahaan  guna 

mendapatkan masukan, saran dan bahan dalam menyusun rencana 

kegiatan pelatihan; 

6. pemberian informasi tentang pelatihan kepada intansi, lembaga atau  

perusahaan guna kerjasama pelatihan maupun  identifikasi kebutuhan 

pelatihan; 

7. penyelenggaraan pelatihan kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaannya; dan 

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

9.1. Sub Bagian Tata Usaha,  mempunyai tugas: 

 a. melaksanakan pelayanan administrasi umum yang meliputi urusan 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi dan 

kehumasan; 

 b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dibidang latihan kerja; 

 c. menyusun rencana kegiatan ketatausahaan UPT; 
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 d. menyiapkan bahan koordinasi dengan intansi terkait  sesuai dengan 

tugasnya; dan 

 e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

  10.  Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). 

  Unit Permukiman Transmigrasi merupakan unsur pelaksana sebagian 

kegiatan teknis operasional  dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin seorang Ketua berstatus 

Pegawai Negeri Sipil dan dibantu 2 (dua) orang Pembina/ Pembina bidang 

ekonomi, sosial budaya dan mental spritual serta Pembina bidang sarana 

dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan 

pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan. 

  Adapun tugas yang menjadi tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:   

10.1  Ketua Organisasi UPT mempunyai tugas: 

 a. mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan penempatan transmigran, 

pembagian peralatan/ perbekalan dan pembagian lahan usaha; 

b. mengkoordinasikan penyususnan rencana pembinaan di bidang 

ekonomi, sosial budaya, mental spritual, sarana dan prasarana 

lingkungan permukimaan kelembagaan dan kelembagaan 

pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ekonomi, sosial 

budaya, mental spritual, sarana dan prasarana lingkungan 

permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga 

sosial kemasyarakatan; 

d. mengkoordinasikan kegiatan dengan aparat pembina dari unit kerja 

lintas sektor terkait seperti; Guru, PPL, Petugas Kesehatan, 

Petugas Pos dan lain- lain; 

e. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan 

secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali melalui Dinas Tenaga 

Kerja Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas. 

 

10.2 Pembina bidang ekonomi, sosial, budaya dan mental spritual, 

sebagaimana dimaksud,  mempunyai tugas; 

a. menyusun rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya 

dan mental spritual; 

b. melaksanakan pembinaan ekonomi, sosial budaya dan mental 

spritual yang meliputi: 
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 pembinaan produksi; 

 pembinaan pengelolaan hasil dan pemasaran; 

 pengembangan kelembagaan  ekonomi dan permodalan; 

 pengembangan kewirausahaan; 

 pendistribusian bantuan pangan; 

 pelayanan pendidikan dan seni budaya; 

 pelayanan kesehatan dan keluarga berencana; 

 pelayanan mental spritual.   

 

c. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di 

bidang ekonomi, sosial, budaya dan mental spritual secara periodik 

setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Ketua Organisasi UPT. 

 

10.3 Pembina bidang kelembagaan pemerintahan/ lembaga sosial 

kemasyarakatan, sarana dan prasarana dan lingkungan permukiman 

sebagamana dimaksud, mempunyai tugas; 

a. menyusun rencana pembinaan bidang kelembagaan 

pemerintahan/ lembaga sosial kemasyarakatan, sarana dan 

prasarana lingkungan permukiman; 

b. melaksanakan pembinaan bidang sarana  dan prasarana 

lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan/ lembaga 

sosial kemasyarakatan; 

c. fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana 

permukiman; 

d. fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan permukiman; dan 

e. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di 

bidang kelembagaan pemerintahan/ lembaga sosial 

kemasyarakatan, sarana dan prasarana lingkungan permukiman 

secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Ketua 

Organisasi UPT.
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 TABEL 2.1 

REKAPITULASI  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL 
 BERDASARKAN GOLONGAN, JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN 

 PADA  OPD  DINAS  TENAGA  KERJA  DAN  TRANSMIGRASI   KABUPATEN  MUSI  RAWAS 
 TAHUN  2020 

No. Unit  Kerja Golongan / Ruang Jumlah 

Jenis  Kelamin Tingkat  Pendidikan 
Jumlah  

Total Laki – 
Laki 

Perempuan SD SMP SMA 
D 
1 

D 
2 

D 
3 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

1  Dinas  Tenaga  Kerja  dan IV. C  2 2 - - - - - - - -  2 - 2 

   Transmigrasi  Kabupaten IV. B 1 1 - - - - - - - - - 1 1 

   Musi  Rawas IV. A 2 1 1 - - - - - - - 2 - 2 

    III. D 15 8 7 - - - - - - 14 1 - 15 

    III. C 5 3 2 - - - - 1 - 3 1 - 5 

    III. B 3 1 2 - - 2 - - - 1 - - 3 

    III. A 5 3 2 - - - - - 2 2 1 - 5 

    II. D 2 1 1 - - 2 - - - - - - 2 

    II. C 1 - 1 - - 1 - - - - - - 1 

    II. B 2 1 1 - - 2 - - - - - - 2 

    II. A - - - - - - - - - - - - - 

    I. D - - - - - - - - - - - - - 

    I. C - - - - - - - - - - - - - 

    I. B - - - - - - - - - - - - - 

    I. A - - - - - - - - - - - - - 

    CPNS / III. B - - - - - - - - - - - - - 

    CPNS / III. A  - - - - - - - - -   - -  - 

    CPNS / II. D - - - - - - - - - - - - - 

    CPNS / II. C -  - - - - - - - - - - -  - 

    CPNS / II. B - - - - - - - - - - - - - 

    CPNS / II. A  - - - - - - - - -   - -  - 

    CPNS / I. D - - - - - - - - - - - - - 

    CPNS / I. C  - - - - - - - - - - - - - 

Jumlah 38 21 17 - 1 7 - 1 2 20 7 1 38 
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TABEL 2.2 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI RAWAS 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN 

SEKSI PEMBINAAN INSTRUKTUR DAN 

SERTIFIKASI 

BIDANG PENEMPATAN 
TENAGA KERJA DAN 

PERLUASAN 
KESEMPATAN KERJA 

 

 
SEKSI INFORMASI PASAR 

KERJA 

SEKSI PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

 

SEKSI PERSYARATAN 
KERJA DAN JAMINAN 

SOSIAL 
 

SEKSI PENGUPAHAN, 
KELEMBAGAAN DAN 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 
 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL : 
- INSTRUKTUR LATIHAN KERJA 
- MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL 
- PEJABAT PENGANTAR KERJA 

 

 

UPTD BALAI LATIHAN KERJA 
( BLK )  

 

SEKSI BIMBINGAN DAN  

PRODUKTIVITAS 

SEKSI PENYELESAIAN 
PERSELISIHAN 

HUBUNGAN INDUSTRIAL 

 

SEKRETARIAT 

SUBAGGBAG 
PERENCANAAN& EVALUASI 

DAN EVALUASI  
 

SUBBAG KEUANGAN 
 DAN ASET 

 
 

BIDANG PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 
BIDANG 

PEMBANGUNAN DAN 
PENGEMBANGAN 

KAWASAN  
TRANSMIGRASI 

 

 
KEPALA DINAS 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

SEKSI PENYIAPAN KAWASAN 
DAN PELAYANAN 

PERTANAHAN 
TRANSMIGRASI 

SEKSI PEMBANGUNAN DAN 
PENGEMBANGAN SARANA 

DAN PRASARANA KAWASAN 
TRANSMIGRASI 

 

BIDANG HUBUNGAN  
INDUSTRIAL,  SARAT          

KERJA & JAMSOS 
 

SEKSI PENGEMBANGAN 
USAHA EKONOMI DAN 

SOSIAL BUDAYA 

TRANSMIGRASI 

SUBBAG UMUM DAN 
K E P E G A W A I A N 

 

SEKSI PERLUASAN 

KESEMPATAN KERJA 
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TABEL 2.3 

 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT     LAMPIRAN :   PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        NOMOR :  19 TAHUN 2008 
KABUPATEN MUSI RAWAS         TANGGAL :  16 April 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KEPALA BLK 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

STAF 
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  LAMPIRAN :  PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 
    NOMOR :  02 TAHUN 2014 
   TANGGAL    :  7  Februari 2014 
 
 
 
         TABEL 2.4 

STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI CECAR BUNGA MAS V/F SP.10 

KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KETUA  

ORGANISASI UPT 

 

PEMBINA BIDANG EKONOMI 

SOSIAL BUDAYA DAN 

MENTAL SPRITUAL 

 
 

PEMBINA BIDANG SARANA DAN 

PRASARANA 

LINGKUNGANPERMUKIMAN DAN 
KELEMBAGAAN 

PEMERINTAHAN/ LEMBAGA 

SOSIAL KEMASYARAKATAN 
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2.4. Sumber Daya OPD 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki 

oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan 

tingkat kinerja OPD tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Musi Rawas memiliki sumber daya manusia sebanyak 38 orang, dengan rincian 

satu orang pejabat esselon II/b, esselon III/a ada satu orang, jabatan esselon 

III/b jumlahnya 4 orang, dan yang menduduki jabatan esselon IV/a dan IV/b 

berjumlah 14 orang, jabatan fungsional umum 18 orang dan tenaga pegawai 

tidak tetap sebanyak 28 orang, sebagaiman disusun dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.5 

Komposisi Pegawai Menurut Esselon 

 

No. Jabatan Esselon Jumlah 

1 
Kepala Dinas II b 1 

2 
Sekretaris III a 1 

3 
Kepala Bidang III b 4 

4 
Kepala Sub Bagian, 
Seksi, UPTD 

IV a 13 

5 
Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha BLK 

IV b 1 

6 
Jabatan Fungsional 
Umum PNS 

 18 

7 
Pegawai Tidak Tetap 
(PTT) 

 28 

Jumlah 
66 

 

 Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

didominasi oleh golongan III yang berjumlah 28 orang, sedang golongan II 

berjumlah 5 orang, golongan IV berjumlah 5 orang. Namun demikian kinerja 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas juga dipengaruhi 

oleh kinerja pegawai PTT yang berjumlah 28 orang. Gambaran pegawai 

berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 
Tabel 2.6 

Komposisi Pegawai Menurut Golongan 

 

 

 

 

 

No. Golongan Jumlah 

1 Golongan IV 5 

2 Golongan III 28 

3 Golongan II 5 

4 PTT 28 

Jumlah 
66 



Renstra Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 

 

 

32 

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas dapat 

juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari pegawai yang tersedia. Tingkat 

pendidikan S1 mendominasi pegawai yang ada dengan jumlah 20 orang, selanjutnya 

diikuti oleh tingkat pendidikan SLTA dan S2 dengan jumlah 7 orang, kemudian D3 

berjumlah 2 orang, D2 berjumlah 1 orang dan S3 berjumlah 1 orang. Jumlah pegawai 

berdasarkan tingkat pendidikan dapat lebih jelas dilihat di bawah ini sebagai berikut : 

Tabel 2.7 

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Sarana dan Prasarana OPD 

Gedung dan Perlengkapan bangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas berdiri di atas lahan dengan luas ......... m2, terdiri dari ruang 

kepala dinas, sekretariat dan ruang bidang-bidang. 

Kendaraan dinas operasional roda empat yang digunakan untuk ke lapangan 

sebanyak 1 unit. Perlengkapan inventaris lainnya sebagai penunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas organisasi dinas antara lain meja, kursi, lemari, brankas, komputer, 

printer, mesin tik, pesawat telepon dan perlengkapan lainnya 

 

2.5. Kinerja Pelayanan OPD 

2.5.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Keterkaitan dengan layanan dasar dibidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian, telah ditetapkan standar pelayanan minimal melalui Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per 15/Men/X/2010 tentang standar 

pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan, untuk sementara waktu khusus di bidang 

ketenagakerjaan, pelayanan dasar di bidang ketenagakerjaan ini harus disesuaikan 

dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasonal dan daerah. Untuk itu 

perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang 

termasuk dalam kategori kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sesuai dengan 

strategi yang ditetapkan. Adapun target dan capaian pelayanan dasar bidang 

ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 S3 1 

2 S2 7 

3 S1 20 

4 D3 2 

5 D2 1 

6 SLTA 7 

Jumlah 38 



Renstra Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 

 

 

33 

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

1 Pelayanan Pelatihan Kerja Besaran tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan 

berbasis kompetensi
75% 60 94,41 60 82,96 70 87,03 80 88,56 90 68,97

2 Pelayanan Penempatan 

Tenaga Kerja

Besaran pencari kerja yang 

terdaftar yang ditempatkan 70% 30 2,35 30 7,87 40 11,79 50 7,15 60 17,29

3 Pelayanan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan 

Industrial

Besaran kasus yang 

diselesaikan dengan 

Perjanjian Bersama (PB)
75% 60 100 60 60 70 60 70 100 90 33,33

4 Pelayanan Kepesertaan 

Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang 

menjadi peserta Jamsostek 75% 80 80,36 80 76,25 90 79,55 100 100 100 100

No. 2016 2017 2018 2019

Target dan Capaian (%)Standar Pelayanan Minimal

Indikator Nilai

Jenias Pelayanan Dasar & 

Sub Kegiatan 2020

 

Tabel 2.8 

Target dan Capaian SPM Tahun 2016-2020 
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Berikut akan dijelaskan rincian capaian pelayanan dasar dan sub pelayanan bidang 

ketenagakerjaan : 

 
1. Pelayanan Pelatihan Kerja 

1.1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 

 

Tabel 2.9 

Pelayanan Pelatihan Kerja 

Tahun 

Tenaga kerja 

yang dilatih 

Pendaftar pelatihan 

berbasis 

kompetensi 

Nilai SPM pelayanan 

pada akhir tahun 

pencapaian SPM 

Ʃ (𝟐) / Ʃ (3) x 100% 

(jumlah) (jumlah) % 

1 2 3 4 

2016 304 322 94,41% 

2017 112 135 82,96% 

2018 208 239 87,03% 

2019 240 271 88,56% 

2020 80 116 68,97% 

 

2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 

2.1. Besaran pencari kerja yang ditempatkan 

 

Tabel 2.10 

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 

Pencari kerja 

yang 

ditempatkan 

Pencari kerja yang 

terdaftar 

Nilai SPM pelayanan 

pada akhir tahun 

pencapaian SPM 

Ʃ (𝟐) / Ʃ (3) x 100% 

(jumlah) (jumlah) % 

1 2 3 4 

2016 20 851 2,35% 

2017 100 1270 7,87% 

2018 157 1332 11,79% 

2019 84 1175 7,15% 

2020 175 1012 17,29% 
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3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

3.1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 
 

Tabel 2.11 

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
 

Tahun 

Kasus yang 

diselesaikan 

dengan PB 

Kasus yang 

dicatatkan 

Nilai SPM pelayanan 

pada akhir tahun 

pencapaian SPM 

Ʃ (𝟐) / Ʃ (3) x 100% 

(jumlah) (jumlah) % 

1 2 3 4 

2016 20 20 100% 

2017 12 20 60% 

2018 12 20 60% 

2019 15 15 100% 

2020 5 15 33,33% 

 

4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek 

4.1. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 

 

Tabel 2.12 

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek 

 

2.5.2. Penduduk Usia Kerja 

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka 

pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kependudukan atau dalam hal ini adalah 

penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang 

akan dilakukan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021, 

jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut : 

 

 

Tahun 

Jumlah 

pekerja/buruh 

peserta 

Jamsostek 

Jumlah 

pekerja/buruh 

Nilai SPM pelayanan 

pada akhir tahun 

pencapaian SPM 

Ʃ (𝟐) / Ʃ (3) x 100% 

(jumlah) (jumlah) % 

1 2 3 4 

2016 8917 11097 80,36% 

2017 9913 13001 76,25% 

2018 12228 15372 79,55% 

2019 13696 13696 100% 

2020 13460 13460 100% 
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Tabel 2.13 

Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas 
Berdasarkan Golongan Umur dan Jenis Kelamin 

Tahun 2016-2020 

No Kel. Umur 
2016 2017 2018 2019 2020 

LK Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

1 0-4 19.674 18.983 19.587 18.886 19.449 18.764 19.303 18.634 19.132 18.485 

2 5-9 19.446 18.558 19.620 18.787 19.723 18.999 19.806 19.170 19.756 19.231 

3 10-14 18.025 17.149 18.160 17.260 18.311 17.387 18.472 17.537 18.676 17.728 

4 15-19 16.365 15.052 16.487 15.151 16.586 15.262 16.714 15.382 16.868 15.520 

5 20-24 16.119 15.640 16.063 15.523 15.985 15.403 15.945 15.331 15.937 15.313 

6 25-29 17.154 16.903 17.073 16.826 16.957 16.728 16.834 16.618 16.707 16.492 

7 30-34 17.724 17.337 17.863 17.415 17.904 17.428 17.934 17.422 17.880 17.380 

8 35-39 16.604 15.466 16.902 15.789 17.160 16.099 17.403 16.353 17.582 16.524 

9 40-44 13.587 12.703 13.958 13.028 14.298 13.353 14.611 13.692 14.934 14.050 

10 45-49 11.375 11.093 11.730 11.382 12.071 11.675 12.416 11.973 12.745 12.268 

11 50-54 9.656 9.511 9.925 9.781 10.194 10.045 10.482 10.313 10.776 10.585 

12 55-59 8.327 7.568 8.615 7.926 8.872 8.260 9.136 8.579 9.409 8.890 

13 60-64 5.763 5.132 6.110 5.475 6.436 5.844 6.744 6.205 7.023 6.534 

14 65-69 3.694 3.569 3.951 3.735 4.232 3.922 4.526 4.153 4.814 4.436 

15 70-74 2.639 2.524 2.711 2.595 2.795 2.681 2.923 2.774 3.102 2.874 

16 75+ 2.956 2.943 3.052 3.018 3.148 3.104 3.247 3.187 3.349 3.282 

Jumlah 199.108 190.131 201.807 192.577 204.121 194.954 206.496 197.323 208.690 199.592 

Jumlah Usia Kerja - - - - - - - - - - 

                    Sumber BPS Kabupaten Musi Rawas 

Dari struktur penduduk berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin tersebut, maka 

penduduk usia kerja Kabupaten Musi Rawas adalah pada tabel 2.14 yang mengacuh 

pada data-data yang ada di BPS sebagai berikut : 
 

Tabel 2.14 

Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Musi Rawas 
Berdasarkan Golongan Umur dan Jenis Kelamin 

Tahun 2016-2020 

No. 
Golongan 

Umur 

2016 2017 2018 2019 2020 

Laki-

laki 
Perempuan 

Laki-

laki 
Perempuan 

Laki-

laki 
Perempuan 

Laki-

laki 
Perempuan 

Laki-

laki 
Perempuan 

1 15 - 19 - - - - - - - - - - 

2 20-24 - - - - - - - - - - 

3 25-29 - - - - - - - - - - 

4 30-34 - - - - - - - - - - 

5 35-39 - - - - - - - - - - 

6 40-44 - - - - - - - - - - 

7 45-49 - - - - - - - - - - 

8 50-54 - - - - - - - - - - 

9 55-59 - - - - - - - - - - 

10 60-64 - - - - - - - - - - 

Jumlah Total - 282.809 287.185 291.685 300.387 

Sumber BPS Kabupaten Musi Rawas 

 

 Penduduk usia kerja di sini masih mengacu pada data-data yang ada di BPS 

yaitu usia 15-64 tahun. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

usia kerja mengalami peningkatan dari 282.809 orang pada tahun 2017 menjadi 

300.387 orang pada tahun 2020.  
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 Secara umum kualitas dari penduduk tercermin dari perkembangan pendidikan 

yang berada di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi 

sumber daya manusia yang berfungsi menyiapkan salah satu input proses produksi, 

yaitu tenaga kerja sehingga dapat memenuhi standar kualifikasi/kualitas yang 

ditetapkan. 

 

2.5.3. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja 

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 1999, penduduk usia kerja dibedakan 

atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 

kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara 

tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi bekerja mencari pekerjaan. 

Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berumur 15 tahun 

ke atas) yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan (bersekolah, mengurus rumah 

tangga dan lain-lain). 

 

Tabel 2.15 

Perkembangan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja 

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 

No. Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Angkatan Kerja  -   209.672   213.510   208.814   215.684  

2 Bekerja  -   203.801   206.614   202.740   208.596  

3 Pengangguran  -       5.871       6.896       6.074       7.088  

4 Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, 
mengurus rumah tangga, dan lain-

lain) 

 -     73.137     73.675     82.871     84.703  

Sumber BPS Kabupaten Musi Rawas 

2.5.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT), dan Angka Kesempatan Kerja 

 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator yang 

digunakan untuk melihat indikasi besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara 

ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah 

angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan 

besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (Labour Supply) yang tersedia untuk 

memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah yang 

mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu 

wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. 
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Angka Kesempatan Kerja adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap 

angkatan kerja. Antara TPT dan Angka Kesempatan Kerja akan selalu berkaitan satu 

sama lain. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang, dan 

sebaiknya jika Angka Kesempatan Kerja besar berarti TPT akan berkurang atau 

semakin kecil. 

Berikut akan disampaikan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Angka Kesempatan Kerja, sebagai 

berikut : 

 
Tabel 2.16 

Perkembangan TPAK, TPT dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 

Tahun 2016-2021 

No. Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 TPAK (%) 72,42 74,14 74,35 71,59 71,80 

2 TPT (%) 1,85 2,80 3,23 2,91 3,29 

3 Tingkat Kesempatan 

Kerja (TKK) 

100 88 96,77 97,09 96,71 

 

Berdasarkan tabel 2.9 menunjukan bahwa TPAK di tahun 2018 lebih besar 

dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, artinya pasokan tenaga kerja di Kabupaten 

Musi Rawas mengalami peningkatan. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka di 

Kabupaten Musi Rawas mengalami kenaikan tiap sampai tahun 2018 dari 1,85% 

menjadi 3,23% dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 2,91%. Namun pada 

tahun 2020 mengalami kenaikan kembali disebabkan adanya pandemi COVID-19 

sehingga banyak tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 

sulitnya mencari pekerjaan akibat dampak dari COVID-19. 

 

2.5.5. Penduduk yang Bekerja 

Penduduk yang bekerja dibedakan atas penduduk yang bekerja menurut 

lapangan usaha, jenis kelamin, status dan jenis pekerjaan utamanya. 

 

2.5.5.1. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha biasanya dipakai 

sebagai salah satu tolok ukur untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam 

penyerapan tenaga kerja. Berikut dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja 

menurut lapangan usaha. 
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2016 2017 2018 2019 2020

1  I  Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 7178 9546 9224 8516 8293

2 II  Pertambangan dan Penggalian 718 773 751 615 645

3 III  Sektor Industri Pengolahan 1915 1779 1615 1644 1630

4 IV  Sektor Listrik, Gas dan Air 72 65 65 65 65

5 V  Sektor Bangunan 326 0 986 143 143

6 VI  Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel 103 104 104 89 135

7 VII  Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi 4 4 4 4 96

8 VIII
 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah 

dan Jasa Perusahaan
523 534 1410 1398 1026

9 IX  Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 258 196 1213 1222 1427

11097 13001 15372 13696 13460

Jumlah Karyawan
No. KLUI Lapangan Usaha

JUMLAH

Tabel 2.17 

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 

di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan 

  

Dari data di atas terlihat bahwa lapangan usaha pertanian setiap tahunnya 

merupakan sektor usaha yang terbesar dalam memberikan kontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja dan cenderung mengalami peningkatan, yang pada tahun 

2016 sebanyak 7178 orang meningkat menjadi 8293 orang pada tahun 2020. 

Sedangkan pada tahun 2020 lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan 

perorangan merupakan sektor usaha terbesar kedua yang menyerap tenaga kerja. 

Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha kemasyarakatan, sosial dan 

perorangan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. 

Diantara lapangan usaha dari KLUI II sampai KLUI VIII, lapangan usaha 

angkutan, pergudangan dan komunikasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang 

signifikan dari 4 orang di tahun 2016 menjadi 96 orang di tahun 2020. Hal ini 

disebabkan adanya dampak pandemi Covid-19 dimana masyarakat membutuhkan 

pasokan makanan yang mencukupi sehingga tenaga kerja untuk angkutan bahan 

makanan, pergudangan dan komunikasi sangat dibutuhkan apalagi program 

pemerintah pusat yang memberikan bantuan bahan sembako kepada masyarakat yang 

terkena dari dampak pandemi Covid-19 ini untuk memberikan pelayanan pengiriman. 

 

2.5.5.2. Penduduk yang Bekerja menurut Golongan Umur 

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Musi Rawas data penduduk bekerja 

menurut golongan umur, Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.18 

Penduduk yang Bekerja Menurut Golongan Umur 

di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 

No. 
Golongan 

Umur 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 15 - 19 - 10.005 7.545 5.698 7.943 

2 20 - 24 - 17.968 17.098 18.982 17.368 

3 25 - 29 - 18.257 24.724 25.137 23.972 

4 30 - 34 - 26.586 27.315 26.598 27.124 

5 35 - 39 - 34.414 29.551 26.911 27.777 

6 40 - 44 - 24.785 26.193 24.946 24.365 

7 45 - 49 - 24.386 19.741 21.235 22.543 

8 50 - 54 - 16.204 17.674 18.393 19.405 

9 55-59 - 12.681 15.776 14.543 14.570 

10 60+ - 18.515 20.997 20.297 23.529 

Jumlah - 203.801 206.614 202.740 208.596 

Sumber BPS Kabupaten Musi Rawas 

2.5.5.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan 

Kualitas pekerja yang bekerja pada seluruh lapangan usaha dapat dilihat dari 

tingkat pendidikan tenaga kerja yang ditamatkan. Sejalan dengan pembangunan di 

sektor pendidikan dan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan akan 

memberikan dampak positif terhadap semakin baiknya tingkat pendidikan penduduk 

usia kerja. Dengan semakin baiknya tingkat pendidikan maka akan semakin 

berkualitasnya tenaga kerja kita. 

Kualitas penduduk yang bekerja di Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.19 

Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas 
Tahun 2016-2020 

No. Pendidikan 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Tidak/Belum Sekolah - 506 1.982 1.360 1.185 

2 Tidak/ Belum Tamat SD - 40.944 28.318 30.776 28.685 

3 SD - 78.530 87.444 69.204 77.703 

4 SLTP - 36.329 39.330 45.068 42.716 

5 SLTA - 35.350 38.755 43.558 45.152 

6 D I/D II/D III/Akademi/Universitas - 12.142 10.785 12.774 13.155 

Jumlah - 203.801 206.614 202.740 208.596 

Sumber BPS Kabupaten Musi Rawas 

 

2.5.6. Pengangguran 

Pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan 

usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan 

dan yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sebagaimana 

disampaikan di depan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Musi Rawas 
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mengalami kenaikan dari 4023 orang pada tahun 2016 menjadi 7088 orang pada tahun 

2020. Pengangguran juga dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang 

pada tahun 2016 sebesar 1,85% dan pada tahun 2020 menjadi 3,29% akibat dampak 

dari pandemi Covid-19. Berikut akan disampaikan pengangguran menurut pendidikan, 

lokasi dan umur. 

 

2.5.6.1. Pengangguran Menurut Pendidikan 

Pengangguran menurut pendidikan di Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada 

tabel 2.20 di bawah ini. 

Tabel 2.20 

Pengangguran Menurut Pendidikan 

Tahun 2016-2020 

No. Pendidikan 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 < SD - 375 - 616 635 

2 SD - 2.289 910 215 308 

3 SLTP - 592 946 883 1.113 

4 SLTA - 2.505 5.040 4.360 4.367 

5 DI/DII/DIII/Akademi/Universitas - 110 - - 665 

Jumlah - 5.871 6.896 6.074 7.088 

Sumber BPS Kabupaten Musi Rawas 

2.5.6.2. Pengangguran menurut Pendidikan dan Lokasi (Desa/Kota) 

Pengangguran menurut pendidikan dan lokasi (desa/kota) di Kabupaten Musi 

Rawas dapat dilihat pada tabel 2.21 di bawah ini. 

 
Tabel 2.21 

Pengangguran Menurut Pendidikan dan Lokasi (Desa/Kota) 

Tahun 2016-2020 

No. Pendidikan 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 
Perkotaa

n 
Pedesaa

n 
Perkotaa

n 
Pedesaa

n 
Perkotaa

n 
Pedesaa

n 
Perkotaa

n 
Pedesaa

n 
Perkotaa

n 
Pedesaa

n 

1 < SD 
 -   -   -  

     

375  
 -   -   -  

      
616  

 -  
      

635  

2 SD 
 -   -   -   2.289   -  

      
910  

 -  
      

215  
 -  

      
308  

3 SLTP 
 -   -  

     

139  

     

453  

       

85  

      
946  

 -  
      

883  
 -  

   
1.113  

4 SLTA 
 -   -  

     
633  

 1.872   -  
   

4.955  
      168  

   
4.192  

      838  
   

3.529  

5 DI/DII/DIII/Akademi/Universitas 
 -   -  

     

110  
 -   -   -   -   -        366  

      
299  

Jumlah 

          

-  

          

-  

     

882  
 4.989  

       

85  
 6.811  

     

168  
 5.906   1.204   5.884  

Sumber BPS Kabupaten Musi Rawas 

2.5.6.3. Pengangguran menurut Golongan Umur dan Lokasi (Desa/Kota) 

Pengangguran menurut golongan dan lokasi (desa/kota) di Kabupaten Musi Rawas 

dapat dilihat pada tabel 2.22 di bawah ini. 
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Perkotaan Pedesaan Perkotaan Pedesaan Perkotaan Pedesaan Perkotaan Pedesaan Perkotaan Pedesaan

1 15 - 24 - 4463

2 25 - 34 85 1960

3 35 - 44 - -

4 45 - 54 - -

5 55+ - 388

85 6811

2020

Jumlah

No. Golongan Umur

Tahun

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019 2020

1 SD 11 111

2 SLTP 42 37

3 SLTA / SMK 596 683

4 D I/D II/D III / D IV 49 43

5 S1 / S2 / S3 93 138

791 1012Jumlah

No. Pendidikan
Tahun

Tabel 2.22 

Pengangguran Menurut Golongan Umur dan Lokasi (Desa/Kota) 

Tahun 2016-2020 

 

 

 

 

 

  

2.5.7. Pencari Kerja 

Secara lebih rinci pencari kerja terdaftar menurut pendidikan dapat dilihat pada 

tabel 2.16 di bawah ini. 

Tabel 2.23 

Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Pendidikan 

Tahun 2016-2020 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa data pencari kerja yang mendaftar 

berfluktuatif, dimana dapat dilihat pada tahun 2016 jumlah pencaker yang mendaftar 

sebanyak 791 orang, terjadi kenaikan pada tahun 2020 menjadi 1012 orang. Pada tabel 

di atas juga dapat kita lihat bahwa jumlah pencaker yang mendaftar terbanyak pada 

kelompok pendidikan SLTA di setiap tahunnya. 

Sedangkan perkembangan pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat lebih 

rinci pada tabel berikut  

  Tabel 2.24 
Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Pendidikan 

Tahun 2016-2020 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

1 SD

2 SLTP

3 SLTA / SMK

4 D I/D II/D III / D IV

5 S1 / S2 / S3

Jumlah

No. Pendidikan
Tahun
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2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah perusahaan Perusahaan

Kecil Perusahaan 36 36 33

Sedang Perusahaan 15 15 13

Besar Perusahaan 28 28 34

2 Jumlah perusahaan 

yang memiliki 

Peraturan Perusahaan 

(PP) yang di sahkan

Perusahaan 39 39 21

3 Jumlah perusahaan 

yang memiliki 

Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) yang 

didaftarkan

Perusahaan 17 17 23

4 Jumlah perselisihan 

hubungan industrial
Kasus 20 15 12 12 5

5 Jumlah Serikat Buruh 

(SB)/Serikat Pekerja 

(SP)

SB/SP 43 43 43

Tahun
No. Jenis Data Satuan

1

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa setiap tahunnya pencari kerja yang 

berpendidikan SLTA merupakan pencari kerja terbanyak. Pencari kerja yang terkecil 

adalah mereka yang berpendidikan SD yaitu sebanyak ….. orang pada tahun 2016. 

 

2.5.8. Hubungan Industrial 

Capaian kinerja OPD untuk bidang Hubungan Industrial dapat dilihat dari jumlah 

perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan 

(PP), Lembaga Kerjasama (LKS) bipartit dan jumlah kasus perkembangan kasus yang 

diselesaikan sampai tingkat PB, serta jumlah Serikat Buruh/Serikat Pekerja, yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 2.25 

Perkembangan Jumlah Perusahaan, Perusahaan yang Memiliki PP, 

PKB, Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial, serta 

Jumlah Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang ada di 

Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebanyak 80 perusahaan. Sedangkan 

yangmemiliki Peraturan Perusahaan (PP) hanya sebanyak 39 perusahaan. Begitu juga 

perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) hanya sebanyak 17 

perusahaan serta Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang ada hanya 43 SB/SP. 
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JUMLAH

PERUSAHAAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH

NO. DAN JASA LAKI - LAKI PEREMPUAN KARYAWAN

PENUNJANGNYA

1 2 3 4 5 6 7

1  I  Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 21 6.048 2.245 8.293

2 II  Pertambangan dan Penggalian 12 628 17 645

3 III  Sektor Industri Pengolahan 11 1.348 282 1.630

4 IV  Sektor Listrik, Gas dan Air 2 59 6 65

5 V  Sektor Bangunan 2 142 1 143

6 VI  Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel 6 114 21 135

7 VII  Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi 2 94 2 96

8 VIII  Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan 16 871 155 1.026

9 IX  Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 8 1005 422 1.427

80 10.309 3.151 13.460

JENIS USAHA

JUMLAH 

JUMLAH PERUSAHAAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1981

K L  U  I

 Mencermati perkembangan perselisihan hubungan industrial yang ada di 

Kabupaten Musi Rawas terlihat bahwa setiap tahunnya berfluktuasi walaupun pada 

tahun 2016 mempunyai kasus sebanyak 20 kasus. Namun pada tahun 2017 dan 2018 

menurun sebanyak 12 kasus, pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 15 kasus 

dan pada tahun 2020 menurun menjadi 5 kasus. 

Di bawah ini tabel jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas dan 

pembagian berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI). 

 

Tabel 2.26 

Jumlah Perusahaan di Kabupaten Musi Rawas 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 
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Jumlah Jumlah Jumlah

No. Alamat Laki-laki Perempuan

1 3 4 5 6

1 PT. Djuanda Sawit Muara Tawas Estate Muara Lakitan 487 62 549

2 PT. Djuanda Sawit Muara kandis Estae Muara Lakitan 550 286 836

3 PT. Bina Sains Cemerlang Bukit Pinang Estate Muara Lakitan 246 58 304

4 PT. Binasaint Cemerlang  Sungai Pinang Estate Muara Lakitan 428 205 633

5 PT. Musi Hutan Persada Cecar 84 1 85

6 PT. Evan Lestari Kec. Tuah Negeri 1244 875 2119

7 PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari Kec. Jayaloka 498 23 521

8 PT. Tani Andalas Sejahtera Kec. Muara Lakitan 122 37 159

9 PT. PT. Gunung Sawit Selatan Lestari Kec. TPK 440 80 520

10 PT. Dapo Agro Makmur Kec. Muara Lakitan 303 112 415

11 PT. Pratama Palm Abadi Kec. Jayaloka 108 29 137

12 PT. Agro Kati Lama Kec.  Muara Beliti 150 5 155

13 PT Lonsum Muara kelingi Region Kec. Muara Kelingi 3 1 4

14 PT. Lonsum Marga Sido Region Plasma Kec. Muara Lakitan 6 0 6

15 PT Sumatera Agri Sejahtera Kec. Muara Kelingi 83 3 86

16 PT Lonsum Pelita Jaya Region Kec. Muara Kelingi 3 1 4

17 PT Lonsum Sei Lakitan Estate Kec. Muara Lakitan 540 170 710

18 PT Lonsum Gunung Bais Estate Kec. Muara Lakitan 334 91 425

19 PT Bumi Sriwijaya Sejahtera Kec. Selangit 89 72 161

20 PT Citra Lokabumibegawan Kec. Muara lakitan 217 86 303

21 PT. Daya Agro Lestari Kec. Muara Lakitan 113 48 161

6.048 2.245 8.293Jumlah

2

Nama Perusahaan  

Sektor Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian

Jumlah Jumlah Jumlah

No. Alamat Laki-laki Perempuan

1 3 4 5 6

1 PT. Pertamina Asset Sukakarya 25 0 25

2 PT. Medco E & P BTS Ulu Cecar 105 4 109

3 PT. Satria Raksa Bumi Nusa Cecar 92 1 93

4 PT. Q - Trans Cecar 23 0 23

5 PT. Duta Oktan Semesta cecar 90 0 90

6 PT. Indoturbine Jayaloka 9 0 9

7 PT. Ade Pas BTS Ulu Cecar 41 0 41

8 PT. Sarana Gastekindo Utama Cecar 64 5 69

9 PT. Lematang Cecar 55 6 61

10 PT. Ginting Jaya Energi Palembang 60 1 61

11 PT. Air Energi Indonesia Cecar 46 0 46

12 PT. Tropik Pandan Energi Cecar 18 0 18

628 17 645JUMLAH 

2

Nama Perusahaan 

Pertambangan dan Penggalian

yang tergolong KLUI II

Tabel 2.27 

Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.28 

Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) II 
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Jumlah Jumlah

No. Alamat Laki-laki Perempuan Jumlah

1 3 4 5 6

1 PT. Xylo Indah Pratama Muara Beliti 201 91 292

2 PT. Bumi Beliti Abadi Tuah Negeri 252 27 279

3 PT. Karya Indo Sejatitama Karang jaya 97 97 194

4 PT. PP. Lonsum Gunung Bais POM Muara Lakitan 38 2 40

5 PT. PP. Lonsum Sei Lakitan POM Muara Lakitan 129 3 132

6 PT. Bina Sains Cemerlang Sungai Pinang POM Muara Lakitan 84 3 87

7 PT. Lubuklinggau Lestari Muara Beliti 13 8 21

8 PT. PHML Jayaloka 103 0 103

9 PT. Selatan Agung Sejahter Tuah Negeri 152 10 162

10 PT. Warna Agung Selatan Tuah Negeri 133 37 170

11 PT. Djuanda Sawit Lestari POM Muara Lakitan 146 4 150

1.348 282 1.630JUMLAH 

2

Nama Perusahaan 

Sektor Industri Pengolahan

yang tergolong KLUI III

Jumlah Jumlah 

No. Alamat Laki-laki Perempuan Jumlah

1 3 4 5 6

1 PT. Badar Musi Mulia Muara Beliti 48 6 54

2 PT. PLN Rayon Muara Beliti Muara Beliti 11 0 11

59 6 65JUMLAH  

2

Nama Perusahaan 

yang tergolong KLUI IV

Sektor Listrik, Gas dan Air

No. Alamat Jumlah Jumlah Jumlah

Laki-laki Perempuan

1 3 4 5 6

1 PT. Waskita-Citra Mandiri Jo Purwodadi 18 0 18

2 PT. Swadaya Graha Muara Beliti 124 1 125

142 1 143JUMLAH 

2

Nama Perusahaan 

yang tergolong KLUI  V

Sektor Bangunan

Tabel 2.29 

Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.30 

Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.31 

Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) V 
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Jumlah Jumlah

No. Alamat Laki-laki Perempuan jumlah

1 3 4 5 6

1 SPBU Tugumulyo Tugumulyo 29 4 33

2 SPBU Simpang Semambang Tuah Negeri 11 1 12

3 CV. Aneka Artha Niaga Muara Beliti 14 3 17

4 PT. Sumber Cipta Multiniaga Muara beliti 28 0 28

5 PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tugumulyo 28 12 40

6 PT. Star Rubber Muara Beliti 4 1 5

114 21 135

Nama Perusahaan 

yang tergolong KLUI VI

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel

JUMLAH  

2

Jumlah Jumlah

No. Alamat Laki-laki Perempuan Ket

1 3 4 5 6

1 PT. Telkom Tugumulyo 4 0 4

2 PT. Satrindo Jaya Agropalma Muara Lakitan 90 2 92

94 2 96JUMLAH  

2

Nama Perusahaan 

yang tergolong KLUI VII

Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi

Jumlah Jumlah

No. Laki-laki Perempuan

1 3 4 5 6

1 PT. Bank BRI Tugumulyo 8 6 14

2 PT. Bank Mega Tugumulyo 6 5 11

3 PT. Bank BNI Syariah G1 Mataram Tugumulyo 8 4 12

4 KUD Marga Mekmur Muara Lakitan 25 0 25

5 PT. Bank Sumsel KC Tugumulyo Tugumulyo 9 2 11

6 PT. Bank Mandiri Tugumulyo 27 9 36

7 PT. Koperasi Simpan Pinjam RIAS Purwodadi 28 10 38

8 KSU Artha Sentosa Tugumulyo 11 4 15

9 KUD Sadar Sejahtera Muara Kelingi 395 91 486

10 PT. Bank BNI Syariah Muara Beliti Muara Beliti 11 3 14

11 PT Mandiri Muara Kelingi 12 3 15

12 PT Mitra Sukses Kontrindo Lubuklinggau 97 5 102

13 KUD Sari Makmur Megang Sakti 12 7 19

14 PT CodeFourd Jakarta 180 0 180

15 PT Bank Mandiri Megang Sakti 15 6 21

16 PT Pangan Sari Utama Tuah Negeri 27 0 27

871 155 1026

Nama  Perusahaan  yang  tergolong  KLUI  IX
Alamat Jumlah

keuangan, asuransi, jasa perusahaaan

2

Tabel 2.32 

Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.33 

Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.34 

Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) VIII 
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Jumlah Jumlah Kepesertaan 

No. Laki-laki Perempuan Jamsostek

1 3 4 5 6

1 CV. Terang Jaya Muara beliti 74 67 141

2 CV. Tomi Leza Muara Beliti 189 118 307

3 Koperasi Jasa Muara Maju Bersama Muara Beliti 384 130 514

4 CV. Arnold Mandiri Muara beliti 53 16 69

5 CV. Mika Lestari Muara Beliti 78 29 107

6 PT. Solusi Sekurity Indonesia Muara Beliti 95 0 95

7 CV. Hanan Falisha Muara Beliti 46 3 49

8 CV. Belua mandiri Muara Beliti 86 59 145

1005 422 1427

Nama  Perusahaan  yang  tergolong  KLUI  IX

Jasa Kemasyarakat, Sosial dan Perorangan

JUMLAH  

Alamat Jumlah

2

Tabel 2.35 

Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.9. Bidang Transmigrasi 

Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Musi Rawas mengacu pada 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan Undang- Undang 15 Tahun 

1997 tentang Ketransmigrasian bahwa Penyelenggaraan Transmigrasi Berbasis 

Kawasan. Program penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Musi Rawas telah 

dilaksanakan sejak Pra Pelita sampai dengan saat ini yang tersebar diseluruh 

Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Kalau dihitung dari jumlah Transmigrasi yang 

telah ditempatkan hingga Tahun 2012 telah mencapai 40.010 KK = 171.253 Jiwa dan 

hampir seluruh pembinaannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Adapun UPT yang masih berstatus binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas saat ini tinggal hanya satu lokasi yaitu UPT Cecar Bunga Mas 

V.F SP.10  pola TULK penempatan Tahun 2012 sebanyak 200 KK/ 733 jiwa di 

Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dan saat ini pada tahap kemandirian. 

Seiring perobahan paradigma penyelenggaraan program transmigrasi oleh Pemerintah 

Pusat belakangan ini mempersyaratkan pembangunan secara terpadu dalam rangka 

percepatan pengembangan ekonomi pedesaan menuju ekonomi perkotaan dikawasan 

transmigrasi dengan menggulirkan program baru yaitu berkonsepkan Program  

Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB). Melihat pergerakan program baru 

dimaksud begitu efektif dalam mendorong laju pertumbuhan  ekonomi dan membuka 

peluang  berusaha di suatu daerah dan oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Musi 

Rawas menyambut baik penyelenggaraan program KPB tersebut dalam rangka 

mempercepat pengembangan ekonomi dikawasan Ex UPT Kelingi IV.D yang 

dipusatkan di Desa Karya Teladan tepatnya Simpang Rimau Kecamatan Muara Kelingi. 

Namun jika berbicara mengenai kemajuan program, pantas disayangkan kerena 

kemajuan yang dicapai hingga belakangan ini masih berjalan ditempat disebabkan 

proses penerbitan Keputusan tentang Persetujuan Penyelenggaraan Program di 
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Kawasan Kelingi IV D oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi R.I. masih 

terkendala waktu yang relatif panjang menunggu Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas 

menerbitkan PERDA yang memayungi kelangsungan penyelenggaraan program  di 

daerah. 

 

2.5.10. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) – UKM 

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas memiliki 1 (satu) 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, yang tugas dan fungsinya di atur 

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2018, salah satu tugas UPTD Balai 

Latihan Kerja yaitu melaksanakan Pelatihan Calon Tenaga Kerja dan Pencari Kerja. 

 UPTD Balai Latihan Kerja sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020 melakukan 

kegiatan pelatihan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun capaian kegiatan 

program pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

1 Otomotif Sepeda Motor 16 16 - 16 - 48 - - - -

2 Las Listrik 16 16 16 16 - 48 - - - -

3 Menjahit 16 16 16 16 - 48 - - - -

4 Tata Rias 16 - - - 48 - 32 - -

5 Otomotif Mobil - 16 - 48 - - - -

6
Operator menjahit pakaian 

dasar
- - - - - - 16 32 - -

7
Pengolahan hasil 

pertanian/perikanan
- - - - - - 16 - - -

8
Mekanik junior sepeda 

motor
- - - - - - 16 32 - -

9 Juru las SMAW 3G - - - - - - 16 32 - -

10 Mekanik junior mobil - - - - - - - 32 - -

11 Servis sepeda motor 

konvensional
- - - - - - - - 32 -

12 Pemeliharaan kendaraan 

ringan sistem 

konvensional

- - - - - - - - 16 16

13 Asisten operator 

customade wanita
- - - - - - - - 48 -

14 Tata kecantikan - - - - - - - - 48 16

15 Pembuat roti dan kue - - - - - - - - 32 16

16 Pengelasan SMAW posisi 

3G
- - - - - - - - 16 -

17 Menjahit pakaian dengan 

mesin
- - - - - - - - - 32

Jumlah Peserta dengan Sumber Dana APBD Jumlah Peserta dengan Sumber Dana APBN
No. Kegiatan

 

Tabel 2.36 

Kegiatan Pelatihan yang Diadakan di UPTD BLK-UKM Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2016-2020 
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2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 

2.6.1. Potensi Daerah 

 Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lainnya 

merupakan suatu potensi daerah yang dapat dijadikan produk unggulan daerah. 

Keanekaragaman hayati yang terkandung setiap daerah merupakan sebuah 

peluang yang dapat dikelola untuk dapat dijadikan peluang usaha. Sektor 

pertanian pada tahun 2020 mampu menyerap 8293 orang tenaga kerja. Oleh 

karena itu sektor pertanian selain mampu menyumbang kontribusi dalam 

perekonomian, juga mampu menanggulangi pengangguran. 

Kabupaten Musi Rawas memiliki berbagai macam produk pertanian, 

mulai dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, sampai perikanan. Potensi 

yang ada ini sepatutnya dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas untuk memperluas kesempatan kerja 

melalui kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja. Melalui kegiatan ini dapat 

menumbuhkan wirausahawan baru sehingga dapat membuka lapangan kerja 

baru. 

 

2.6.2. Pertumbuhan Penduduk 

Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk 

merupakan tujuan bagi pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya analisis 

kependudukan menentukan berbagai keputusan dalam perumusan perencanaan 

pembangunan daerah. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk 

terbanyak di Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat 

dari tahun ke tahun sehingga jumlah angkatan kerja juga terus meningkat. Hal 

tersebut menimbulkan masalah ketenagakerjaan karena tidak adanya 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam negeri. 

Persoalan pokok yang dihadapi Kabupaten Musi Rawas dalam bidang 

ketenagakerjaan ini bermula dari tingginya angkatan kerja di Kabupaten Musi 

Raas akibat dari pertumbuhan penduduk yang banyak, menyebabkan penawaran 

tenaga kerja akan meningkat. Tingginya penawaran tenaga kerja yang tidak 

diiringi dengan penyerapan tenaga kerja mengakibatkan tingkat pengangguran 

juga tinggi. 

Keadaan atau kondisi kependudukan merupakan ssuatu yang tidak 

dapat dipisahkan dari pembahasan ketenagakerjaan dan sangat mempengaruhi 

dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah 

penduduk yang besar harus diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai 
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sehingga akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, 

jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas yang rendah akan 

menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan nasional. 

 

2.6.2.1. Jumlah Penduduk 

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan, 

juga terjadi di Kabupaten Musi Rawas yang tampak dalam berbagai fenomena 

kependudukan termasuk meningkatnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan, 

kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di beberapa titik strategis di 

Kabupaten Musi Rawas. Secara gradual, jumlah penduduk di Kabupaten Musi 

Rawas mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun 

terakhir sebanyak 1,02 %. 

Hal tersebut memberi dasar dan gambaran yang semakin jelas, tentang 

meningkatnya kepadatan penduduk tiap tahunnya. 

Tabel 2.37 

Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah Penduduk 389239 394384 399075 403819 395570

Komposisi menurut jenis kelamin

- Laki-laki 201807 204121 206496 202703

- Perempuan 192577 194954 197323 192867

3 Pertumbuhan (%) 1,32 1,19 1,19 1,02

4 Tingkat Kepadatan (jiwa/km²) 61 62 62,78 63,52 62,22

Tahun
No. Uraian

2

 

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi 

Rawas Tahun 2020 mengalami penurunan yakni 1,02 % dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Penduduk sebagai motor sekaligus tujuan 

pembangunan itu sendiri perlu dipantau dan dikendalikan sesuai kemampuan 

sumber daya yang menopang masyarakat. 

 

2.6.2.2. Struktur Penduduk 

Sampai saat ini Kabupaten Musi Rawas memiliki 

karakteristik piramida penduduk melebar (Piramida muda) yang berarti 

kelompok balita dan remaja masih sangat besar. Gambaran dari karakteristik 

penduduk ini satu sisi meyimpan potensi usia produktif yang tinggi, disisi lain 

menanggung rasio ketergantungan (dependency ratio) usia yang tidak produktif 

yang tinggi pula. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah. 
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Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah

0 - 4 12072 11222 23294

5 - 9 19045 18286 37331

10 - 14 18823 17491 36314

15 - 19 17359 16497 33856

20 - 24 16362 15517 31879

25 - 29 14930 14665 29595

30 - 34 16835 16702 33537

35 - 39 17149 16773 33922

40 - 44 16356 15788 32144

45 - 49 13940 12828 26768

50 -54 10944 10345 21289

55 - 59 8967 8636 17603

60 - 64 7168 6754 13922

65 - 69 5036 4188 9224

70 - 74 2734 2515 5249

75+ 3550 3191 6741

Jumlah 202703 192867 395570

 

 

Tabel 2.38 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan untuk 

menentukan priorotas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan 

dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Musi Rawas 

memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian, 

terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang 

memadai sekaligus penyediaan lapangan kerja segala sektor. 

 

2.6.3. Kondisi Ekonomi Global 

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami gejolak yang 

menurut Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia dan negara-negara 

berkembang tengah terkena imbas negatif gejolak keuangan global. Indonesia 

juga seperti banyak negar berkembang saat ini terperangkap dari beberapa 

pergeseran ekonomi global, yaitu adanya perlambatan ekonomi China. Seperti 

diketahui bersama bahwa China merupakan salah satu mitra dagang utama 

Indonesia. Oleh karena itu Indonesia perlu measpadai potensi pengaruh 

perekonomian dan pengetatan likuiditas China. Selain itu juga kenaikan harga 

komoditas telah mencapai puncaknya dan kecenderungannya akan terus 

menurun. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan permintaan barang-barang asal 

Indonesia masih akan melemah di beberapa waktu ke depan. Kondisi ekonomi 
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Indonesia yang demikian berdampak kepada ketenagakerjaan, seperti adanya 

pengurangan karyawan. 

 

2.6.4. Peraturan Perundang-undangan 

2.6.4.1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan peraturan yang 

terkait dengan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut urusan 

pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan 

konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut 

adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi dalam urusan 

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib 

yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang 

terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 

menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Adapun urusan pemerintahan 

umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai 

kepalaa pemerintahan. 

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi 

antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar 

pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam undang-undang ini sub bidang 

pengawasan ketenagakerjaan terdapat perubahan semula pengawas 

ketenagakerjaan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Namun 

berdasarkan undang-undang ini sub bidang ketenagakerjaan menjadi 

kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kewenangan 

pemerintah pusat berupa penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan 

pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan. Sedangkan kewenangan 

pemerintah provinsi adalah penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. 

Dengan demikian pemerintah kabupaten/kota untuk urursan 

pemerintahan bidang ketenagakerjaan hanya sub bidang penempatan dan 

hubungan industrial. Pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan 

dalam hal penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan yang 

berada di wilayah kerjanya. 
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2.6.4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Transmigrasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 merupakan peraturan 

pelaksana dari UU No.15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.29 tahun 2009. Berdasarkan UU No.29/2009 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15/1997 Tentang 

Ketransmigrasian, pembangunan kawasan transmigrasi diarahkan untuk 

pembangunan dan pengembangan kawasan, serta memiliki keterkaitan dengan 

kawasan sekitarnya. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi 

merupakan salah satu upaya mendorong pembangunan desa melalui 

pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya desa-desa dan kawasan 

perdesaan di daerah tertinggal dan perbatasan, serta pengembangan 

keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan 

Perkotaan Baru (KPB). 

Pembangunan ketransmigrasian memiliki peran strategis terutama 

dalam hal pemerataan kesejahteraan, percepatan pembangunan wilayah 

hingga menyatukan Bangsa Indonesia. Pembangunan dan pengembangan 

kawasan transmigrasi merupakan salah satu upaya mendorong pembangunan 

desa khususnya desa-desa dan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dan 

perbatasan, serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang 

dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB). 

Kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi 

yang merupakan salah satu instrumen pembangunan desa dan kawasan 

perdesaan diharapkan mampu menjadi pengungkit pengembangan ekonomi 

wilayah di sekitarnya. Satuan Permukiman (SP) atau desa dari Program 

Transmigrasi Baru dibangun pada lokasi yang dekat dengan desa yang sudah 

berkembang sebelumnya untuk membentuk Satuan Kawasan Pengembangan 

(SKP) transmigrasi atau kawasan perdesaan. 

Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi wilayah, desa-desa 

tersebut berfungsi sebagai pusat produksi primer dan industri pengolahan 

ringan yang terbagi menjadi 2 jenis desa yaitu desa pendukung sebagai pusat 

produksi primer dan desa utama sebagai pusat industri pengolahan ringan dan 

pusat pelayanan kawasan perdesaan. Pada suatu kawasan transmigrasi yang 

terdiri dari beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi, 

dapat diarahkan menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai pusat 

kegiatan lokal dan embrio kota kecil yang mempunyai karakteristik perkotaan, 

seperti berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. 
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Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi adalah sistem proses 

pencapaian tujuan pembangunan yang mencakup aspek penataan ruang, 

penataan penduduk, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan 

budaya yang secara operasional dilaksanakan melalui pembangunan Kawasan 

Transmmigrasi. Dengan demikian, pembangunan kawasan transmigrasi 

merupakan upaya pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di 

dalamnya untuk sebesa-besar kemakmuran rakyat sekaligus penataan 

persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung 

alam dan daya tampung lingkungan dengan mengaki hak orang untuk 

bermigrasi. 

 

 

2.6.4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Terkait dengan 

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) (Permen 16 tahun 2010 

tentang perencanaan tenaga kerja makro) 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional bertujuan untuk memberdayakan dan 

mendayagunakan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja dan 

penyediaan tenaga kerja serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja 

dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan bahwa Perencanaan Tenaga Kerja merupakan acuan dan 

pedoman pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan Ketenagakerjaan 

mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja 

secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja 

dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja 

dan keluarganya. 

Oleh sebab itu pemerintah harus memperkuat setiap lini pembangunan 

yang terkait dengan ketenagakerjaan baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yakni meningkatkan program-program pendayagunaan tenaga kerja 

melalui peningkatan kesempatan kerja, peningkatan hubungan industrial 

harmonis, dan peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja, membina 

keterpaduan program dengan sektor lain seperti upaya menahan laju 

pertumbuhan penduduk, meningkatkan mutu pendidikan, perluasan 
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kesempatan kerja di setiap sektor, maupun meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi. 

Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana 

ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam 

penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan 

ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) 

dijadikan salah satu indikator pengukuran Indeks Pembangunan 

Ketenagakerjaan (IPK). 

Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPKK) terdiri atas 

sembilan indikator, dimana Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) merupakan 

indikator pertama, yang selanjutnya penduduk dan tenaga kerja, kesempatan 

kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, dan yang 

terakhir jaminan sosial tenaga kerja. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 

(IPK) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pembangunan ketenagakerjaan di daerah. 

Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) merupakan indikator utama dalam 

pengukuran IPK, hal ini disebabkan karena PTK merupakan pedoman dalam 

pemecahan berbagai masalah ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini dan 

masa yang akan datang, seperti pengangguran, rendahnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja, banyaknya perselisihan hubungan industrial, 

rendahnya daya serap tenaga kerja, rendahnya peluang kerja, dan 

kesejahteraan pekerja. 

Berdasarkan hal tersebut masalah ketenagakerjaan tidak hanya bisa 

diselesaikan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan, namun 

merupakan tanggung jawab lintas sektor. Oleh karena itu dokumen PTK bisa 

digunakan untuk menyusun formulasi kebijakan, strategi, dan program pada 

sektor-sektor yang terkait. Dengan demikian PTK sangat penting untuk 

disusun agar pembangunan yang dilaksanakan berorientasi ramah 

ketenagakerjaan. 

 

2.6.5. Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Website dan Facebook) 

Data dan informasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam 

penyusunan kebijakan dan program. Penyajian data dan informasi yang tidak 

akurat dapat menyebabkan salah dalam mengambil kebijakan dan keputusan. 

Oleh karena itu keakuratan data dan informasi sangat dibutuhkan dalam suatu 

organisasi. 
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Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian data dan 

informasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah dilakukan secara 

teknologi informasi dan langsung terhubung secara online melalui aplikasi Bursa 

Kerja Online (BKOL). 

Data dan informasi ketenagakerjaan yang dikelola adalah data dan 

informasi yang terkait dengan data ketenagakerjaan umum seperti data 

penduduk, tenaga kerja, pengangguran, angkatan kerja, dan penduduk yang 

bekerja, kemudian data penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, pelatihan 

dan produktivitas tenaga kerja, dan pengemangan perluasan kesempatan kerja. 

Selain itu juga sistem informasi ini dapat dimanfaatkan untuk pencari 

kerja dan perusahaan. Informasi yang dibutuhkan oleh pencari kerja dapat 

disebarluaskan melalui sistem ini dan diterima melalui telepon genggamnya. 

Selama ini informasi hanya diperoleh jika pencari kerja melihat di papan 

pengumuman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Begitu juga perusahaan dapat menyebarkan lowongan kerja melalui 

sistem ini dan terkoneksi dengan pencari kerja yang sesuai dengan persyaratan 

yang dibuthkan. Dengan demikian mempertemukan pencari kerja dengan 

pemberi kerja dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD 

Berdasarkan uraian di depan yang menyajikan berbagai data dan informasi 

berupa kinerja OPD, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas, dapat diungkapkan bahwa terdapat 

beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian di Kabupaten Musi Rawas, sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Musi Rawas cenderung meningkat setiap 

tahunnya, pada tahun 2016 meningkat menjadi 389.239 jiwa, kemudian bertambah 

menjadi 394.384 jiwa pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 399.075 jiwa pada 

tahun 2018, dan meningkat kembali menjadi 403.819 jiwa pada tahun 2019, akan 

tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 395.570 jiwa dimana pada 

tahun ini terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penduduk mencari 

pekerjaan di luar daerah untuk dapat melangsungkan kehidupannya karena 

dampak dari Covid-19 ini banyak penduduk yang mengalami Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) di daerah asal mereka. Untuk pertambahan penduduk nantinya, 

tentunya akan menambah angkatan kerja, jika penambahan angkatan kerja ini tidak 

diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran. 

Oleh karena itu diperlukan suatu program yang dapat memperluas kesempatan 

kerja; 

2. Pengangguran di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan BPS setiap tahunnya 

meningkat mulai 1,85% tahun 2016 dan pada tahun 2020 menjadi 3,29%. Faktor 

kenaikan pengangguran ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di 

Indonesia yang menyebabkan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya 

karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan; 

3. Pelayanan penempatan tenaga kerja lima tahun terakhir masih tergolong rendah, 

belum mencapai target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Capaian SPM dalam pelayanan tersebut masih di bawah standar dari pencari kerja 

yang terdaftar. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pelayanan 

penempatan tenaga kerja ini disebabkan belum adanya Petugas Fungsional 

Pengantar Kerja yang salah satu tugasnya adalah mencari lowongan kerja dan 

melakukan negosiasi penempatan tenaga kerja; 

4. Pelayanan hubungan industrial masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari 

perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP), perusahaan yang memiliki 

Perjanjjian Kerja Bersama (PKB), dan perusahaan yang memiliki lembaga LKS 

Bipartit. PP, PKB, dan LKS Bipartit merupakan syarat-syarat yang harus dimiliki 
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oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dan merupakan jembatan untuk 

mencapai hubungan industrial yang sehat dan harmonis. Berdasarkan data yang 

ada jumlah perusahaan tahun 2020 sebanyak 80 perusahaan, yang memiliki PP 

hanya 39 perusahaan dan PKB sebanyak 17 perusahaan. 

Ketidakpatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya dapat menimbulkan 

potensi kondisi hubungan industrial yang tidak sehat dan harmonis, karena 

perusahaan tidak memiliki aturan tertulis yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja 

untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan perusahaannya. Di samping itu juga 

tidak adanya kepastian dan kejelasan antara hak dan kewajiban pihak-pihak dalam 

hubungan kerja seperti upah, status pekerja, jam kerja, dan tata tertib kerja; 

5. Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial sampai tingkat Perjanjian 

Bersama (PB) juga belum mencapai target yang ditetapkan dari kasus yang 

didaftarkan; 

6. Melihat luas wilayah Kabupaten Musi Rawas sebesar 6357,17 Km², jumlah 

penduduk 395.570 jiwa dengan rata-rata penduduk tiap km² 62,22 orang. 

Berdasarkan data tersebut masih dimungkinkan pengembangan wilayah melalui 

program transmigrasi. Pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk 

pengembangan kawasan, serta memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya. 

Pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu upaya mendorong 

pembangunan desa dan sebagai daya ungkit perekonomian sehingga dapat segera 

memenuhi pelayanan dasar dan pemertaan kesejahteraan; 

7. Pengelolaan data dan informasi mulai dari pengumpulan, analisis, penyimpanan 

dan penyajian masih dilakukan manual, belum menjadi satu data ketenagakerjaan 

walaupun dari pusat sudah menyediakan pengelolaan data melalui aplikasi satu 

data ketenagakerjaan. Pengelolaan yang secara manual menyebabkan data dan 

informasi yang disajikan cenderung tidak akurat, membutuhkan waktu yang lama 

jika membutuhkannya, dan tidak dapat diakses setiap saat. Kondisi demikian 

sangat mempengaruhi dalam penyusunan formulasi kebijakan, strategi dan 

program yang akan dilaksanakan. Begitu juga pelayanan kepada pencari kerja dan 

pemberi kerja yang merupakan pelanggan instansi ketenagakerjaan kurang 

maksimal; 

8. Pembangunan ketenagakerjaan membutuhkan perencanaan yang sistematis dan 

komprehensif. Masalah ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan oleh instansi 

yang bertanggungjawab ketenagakerjaan namun menjadi tanggung jawab 

bersama. Oleh karena itu instansi ketenagakerjaan wajib memiliki Perencanaan 

Tenaga Kerja (PTK) yang memuat persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga 

kerja, neraca tenaga kerja (pengangguran), kebijakan, program dan strategi 

ketenagakerjaan. Hal ini sangat berguna untuk menyusun prioritas program dan 

kegiatan pembangunan sektoral dalam rangka penanggulangan dan penciptaan 
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pekerjaan yang layak serta dalam rangka percepatan pembangunan 

sektoral/daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

3.2. Jenis-Jenis Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepada 

Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas 

 
1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja  dan Perluasan Kerja (Penta Kerja) 

a. Pelayanan AK I 

b. Bursa Kerja 

c. Kewirausahaan (Pelatihan Wira Usaha Mandiri) 

d. Padat Karya Produktif: 

- Infrastruktur; dan 

- Pembekalan Keterampilan Kerja berbasis masyarakat. 

 

2. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

a. Pelayanan Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 

b. Pelatihan Ketrampilan Intitusional dan Non Institusional 

 Las Listrik 

 Otomotif Sepeda Motor 

 Otomotif Mobil 

 Menjahit 

 Tata Rias 

 Tata Boga 

 Aneka kejuruan 

 

3. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

a. Pelayanan Non Perizinan Penggunaan Bahan Kimia 

b. Pelayanan Non Perizinan Pendaftaran Kontraktor/Pemborongan Bangunan 

Umum/Swasta 

c. Pelayanan Non Perizinan Pendaftaran Program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 

d. Pelayanan Non Perizinan Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan  

e. Pelayanan Non Perizinan Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit 

f. Pelayanan Non Perizinan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan  

g. Pelayanan Non Perizinan Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang 

h. Pelayanan Non Perizinan Pendaftaran Jamsostek Bagi Tenaga Harian 

Lepas,Borongan dan PKWT Sektor Jasa Konstruksi 

i. Pelayanan Non Perizinan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
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j. Pelayanan Non Perizinan Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa 

Pekerja/Buruh Antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan 

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 

k. Pelayanan Non Perizinan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan 

Perjanjian Kerja Bersama 

l. Pelayanan Non Perizinan Pencatatan Perjanjian Kerja Antara Perusahaan 

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Pekerja/Buruh 

 

4. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi 

b. Pembinaan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya  

c. Pembinaan Mental dan Spritual 

d. Pembinaan Kelembagaan 

e. Pendistribusian paket- paket bantuan bagi transmigrans 

f. Pemenuhan hak- hak transmigrans 

 

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Rencana struktur ruang yang dikembangkan adalah rencana yang dapat 

mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta  pemenuhan kebutuhan 

antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Secara alamiah struktur ruang 

Wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai ciri khas, dimana pusat permukiman 

tumbuh disepanjang jalan lintas Sumatera. 

 Dalam RTRW Kabupaten, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Musi Rawas dalam hal pendidikan dan pelatihan mencakup seluruh kecamatan 

Kabupaten Musi Rawas sehingga ke depannya tingkat pengangguran di Kabupaten 

Musi Rawas dapat menurun. 

 

3.4 Analisis Terhadap Hasil KLHS 

Dalam menganalisis sistematis telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Hasil 

KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam 

suatu wilayah. Dalam kinerja layanan/jasa pendidikan dari segi KLHS masih kurang, ini 

terlihat dari masih banyaknya pengangguran yang ada di Kabupaten Musi Rawas. 

Padahal secara pemberian pendidikan dan pelatihan yang diberikan sudah cukup 

maksimal tetapi untuk tempat bekerja seperti perusahaan masih kurang memadai 

karena semakin banyaknya lulusan pendidikan yang memerlukan lapangan usaha 

untuk bekerja. 
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas, permasalahan dan hambatan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi, tantangan dan peluang maka ditentukan isu-

isu strategis OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

sebagai berikut : 

1. Tingginya tingkat pengangguran; 

2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja; 

3. Adanya potensi kondisi hubungan industrial yang tidak harmonis; 

4. Adanya rencana untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru sebagai 

Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dalam rangka mempercepat pembangunan 

pedesaan serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk menciptakan 

peningkatan daya saing daerah; 

5. Belum maksimalnya pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan; 

6. Belum adanya Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) sesuai yang 

diamanatkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 309 

tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan PTK Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

  

 Dalam upaya mewujudkan Visi Misi Bupati dan wakil Bupati Musi Rawas 

periode 2021 – 2026 tentu dituntut kerja keras dari seluruh Perangkat Daerah 

dilingkungan pemerintahan yang dipimpinnya, supaya capaian kinerjanya, minimal bisa 

memenuhi target yang ditetapkan.  

Tidak terkecuali terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pembantu 

Bupati dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian, juga harus berkontribusi nyata sesuai peran yang diembannya. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas diberikan kewenangan menyusun strategi 

pelaksanaan tindakan aksi program-program pemerintah, sebagai instrumen yang 

digunakan untuk mewujudkan keinginan luhur “Berkarya” melalui pembinaan bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Musi Rawas guna 

mensejahterakan masyarakat di Bumi Silampari. 

Untuk menghantarkan ke suasana yang didambakan dimaksud Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas mengambil visi dan misi Bupati Musi Rawas. 

 

4.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

 Visi merupakan kondisi ideal sekaligus landasan konseptual bagi daerah. Visi 

daerah ini disusun dengan memperhatikan aspek substantif yang berpijak pada isu 

strategis, maupun aspek teknis berupa susunan kata yang sederhana dan mudah 

dipahami. Dalam pembangunan lima tahun mendatang, Kabupaten Musi Rawas 

memiliki visi : 

”Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat 

(MANTAB)” 

Makna filosofis yang terkandung dari Visi tersebut adalah: 

Musi Rawas  :  Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi 

Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat 

yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten 

Musi Rawas. 

Maju  :  Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah 

yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan 

religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan 
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yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada 

terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, 

papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, 

yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi 

yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih 

difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin 

sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha 

dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok 

masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-

kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di 

bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula 

untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – 

spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan 

masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta 

berakhlaqul mulia (religius). 

Mandiri  :  adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan 

masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-

sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi 

ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan 

adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling 

menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu 

menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang 

mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta 

menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus 

menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-

unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai 

dengan ketercukupan ruang untuk hidup dan berkembang, 

ketercukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air 

bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas 

kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, 

pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas 

pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua 

penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan 

masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-
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infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian 

serta sosial budaya. 

Bermartabat  :  yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai 

budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri 

khas Musi Rawas 

4.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

 Guna mewujudkan Visi Kabupaten 2021-2026 sebagai Kabupaten Musi Rawas 

yang semakin sejahtera, merata, berdaya saing dan berkelanjutan diperlukan adanya 

misi sebagai perwujudan dan penjabaran misi. Adapaun misi pembangunan yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi 

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan 

4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat 

Adapun misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diambil dari misi Bupati Musi 

Rawas di atas adalah : 

Misi 4  : “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat” 

Dari misi tersebut di atas, adapun tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas yang diambil dari tujuan dan sasaran Bupati Musi 

Rawas sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Tujuan Pencapaian Tujuan Jangka Menegah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Musi Rawas dan Sasaran OPD 

 

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN 
KONDISI AWAL 
RENSTRA 2021 

TARGET 
AKHIR 

PERIODE 
RENSTRA 

TAHUN 2026 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya Tenaga Kerja 
yang Berdaya Saing 

Persentase tenaga kerja yang 
memiliki sertifikat keahlian 

11% 37% 

2 

 

Meningkatnya Akses 
Ketersediaan Lapangan Kerja 

Persentase Kesempatan kerja 
yang tersedia 

60% 75% 

3 Meningkatnya Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Persentase Tenaga Kerja yang 
mendapatkan perlindungan 

40% 89% 

4 Meningkatnya kemandirian 
transmigran 

Persentase Peningkatan 
pendapatan transmigran 

97 % 97 % 

5 Meningkatnya  Kualitas Tata 
Kelola Disnakertrans 

1. Nilai Evaluasi SAKIP 
Disnakertrans 

68.3 69 

2. Indeks Profesionalitas 

ASN Disnakertrans 

53.31 55.17 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dan 

operasional perlu ditetapkan tujuan strategis dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi. 

 

5.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 

Tujuan ini merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan 

merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) 

tahun ke depan. Tujuan disusun berdasarkan kriteria akseptabilitas, fleksibilitas, 

terukur, pendorong kinerja, dan kesesuaian dengan visi dan misi agar mudah dipahami,  

guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. 

Berdasarkan pendekatan diatas, maka tujuan jangka menengah pembangunan 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan 

sesuai dengan visi dan misi bupati adalah : 

1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka 

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

 

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing 

2. Meningkatnya akses ketersediaan lapangan kerja 

3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja 

4. Meningkatnya kemandirian transmigran 

 

5.2. Strategi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam 

pengembangan/pelaksanaan program/kegiatan. Untuk mencapai keberhasilan 

pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian daerah Kabupaten Musi Rawas 

perlu disusun strategi yang tepat, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang 

yang ada dan memperhatikan seluruh kelemahan dan hambatan yang mungkin 

dihadapi. Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut : 

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; 

2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat; 



Renstra Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 

 

 

68 

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran pokok Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas, arah kebijakan pembangunan 

ketenagakerjaan 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing; 

2. Meningkatnya Akses Ketersediaan Lapangan Kerja; 

3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja; 

4. Meningkatnya Kemandirian Transmigran; 

 

Tabel 5.1. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah, Strategi, dan Kebijakan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas  2021-2026 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

Meningkatnya  
Kualitas Tata 
Kelola 

Disnakertrans 
 

1. Nilai Evaluasi 
SAKIP 

Disnakertrans 
 

68.3 68.3 68.5 68.5 69 69 

2. Indeks 

Profesionalitas 
ASN 
Disnakertrans 

 

53.31 53.35 54.66 54.87 55.17 55.17 

Menurunnya 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

 

Meningkatnya 
tenaga kerja 

yang berdaya 
saing 

Persentase 
tenaga kerja yang 

memiliki sertifikat 
keahlian 

11% 15% 21% 26% 32% 37% 

Meningkatnya 

akses 
ketersediaan 
lapangan kerja 

Persentase 
Kesempatan kerja 
yang tersedia 

60% 65% 65% 70% 70% 75% 

Meningkatnya 
perlindungan 

tenaga kerja 

Persentase 
tenaga kerja yang 
mendapatkan 

perlindungan 

40% 47% 56% 67% 77% 89% 

2 

Meningkatnya 

Kesejahteraan 
Masyarakat 

Meningkatnya 

Kemandirian 
Transmigran 

Persentase 

Peningkatan 
pendapatan 
transmigrant 

97% 97% 97% 97% 97% 97% 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN 

 
 

 Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian 

keberhasilan dari sasaran dan tujuan organisasi. Program dimaksudkan sebagai 

kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang 

dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya rencana program 

dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diharapkan 

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab 

tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. 

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas 

sebanyak 6 program, 21 kegiatan dan 104 sub kegiatan. Dari beberapa pelaksanaan 

program dan kegiatan tersebut sebanyak 4 program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan 

yang mendukung pelaksanaan urusan wajib. Sedangkan program yang mendukung 

pelaksanaan urusan pilihan sebanyak 1 program dengan 1 kegiatan dan 3 sub 

kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan 

urusan wajib dan pilihan didukung oleh program dan kegiatan rutin sebanyak 1 program 

dengan 8 kegiatan dan 71 sub kegiatan. 

Program yang mendukung penyelenggaraan urusan wajib pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas adalah : 

 

 

 

 

 

 

Berikut program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut (sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 

2020) : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi) 

b. Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi) 

PROGRAM 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

3. Program Penempatan Tenaga Kerja 

4. Program Hubungan Industrial 

5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 
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c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKT-SKPD (Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

d. Koordinasi dan Penyususnan DPA-SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi) 

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi) 

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Rialisasi Kinerja SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi)  

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Gajih dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi) 

b. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi) 

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi) 

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi) 

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi) 

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi) 

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
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a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi) 

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi) 

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi) 

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi) 

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya. 

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

2.1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 

a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 

Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 

b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 

2.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

2.3. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 

a. Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 

3. Program Penempatan Tenaga Kerja 
3.1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota 

a. Perluasan Kesempatan Kerja 
3.2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 

a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 
b. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 

3.3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 
a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
4. Program Hubungan Industrial 

4.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 
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4.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 

Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 

a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan 

Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota 

b. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada 

Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh serta Non Afiliasi 

5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

5.1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 

a. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 

b. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka 

Kemandirian Satuan Pemukiman 

 

Program dan pagu indikatif OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Musi Rawas yang direncanakan dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini. 
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       Tabel 6.1  

Tujuan Sasaran Kode 
Program dan 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Tujauan, 
Sasaran, 
Program 

(Outcome) dan 
Kegiatan 
(Output) 

 

Data Capaina 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

 

Unit Kerja 
Perangkat Daerah 

Penanggung jawab 
Lokasi 

2021 2022 2023 2024 2025 
Kondisi Kinerja Pada akhir 
Periode Renstra Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 

 

 

Meningkatnya  

Kualitas Tata Kelola 
Disnakertrans 

 

 Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

1. Nilai Evaluasi 

SAKIP 
Disnakertrans 

2. Indeks 

Profesionalitas 
ASN 
Disnakertrans 

96,92% 98% Rp.5.457.304.150 98% 6.984.205.680 98% 7.682.626.240 98% 8.450.888.860 98% 9.295.977.740 98% 10.225.575.500 DISNAKERTRANS 
Kab. Musi 

Rawas 

Menurunnya Tingkat 
Pengangguran Terbuka 

Meningkatnya 
Tenaga Kerja yang 
Berdaya Saing 

 Program Pelatihan 
Kerja dan Produktifitas 
Tenaga Kerja 

Persentase 
tenaga kerja 
yang memiliki 
kompetensi 

98,38 % 98% Rp. 62.708.800 98% Rp. 590.000.000 98% Rp.678.500.000 98% Rp.780.200.000 98% Rp.897.000.000 98% Rp.1.030.000.000 DISNAKERTRANS 
Kab. Musi 

Rawas 

 Meningkatnya akses 

ketersediaan 
lapangan kerja 

 Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

Persentase 

Kesempatan 
kerja yang 
tersedia 

93.33% 98% Rp.1.162.808.000 98% Rp.670.000.000 98% Rp.770.500.000 98% Rp.886.000.000 98% Rp.1.018.000.000 98% Rp.1.150.000.000 DISNAKERTRANS 
Kab. Musi 

Rawas 

 Meningkatnya 
perlindungan tenaga 
kerja 

 Program Hubungan 
Industrial 

Persentase 
tenaga kerja 
yang 
mendapatkan 
perlindungan 

98.91% 98% Rp.133.499.550 98% Rp.260.000.000 98% Rp.299.000.000 98% Rp.343.800.000 98% Rp.395.300.000 98% Rp.454.500.000 DISNAKERTRANS 
Kab. Musi 

Rawas 

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

Meningkatnya 

Kesejahteraan 
Masyarakat 

Meningkatnya 

kemandirian 
transmigran 

 Program 

Pengembangan 
Kawasan Transmigrasi 

Persentase 

Peningkatan 
pendapatan 
transmigran 

98.39% 97% Rp.62.861.000 97% Rp.310.000.000 97% Rp.356.500.000 97% Rp.409.800.000 97% Rp.471.200.000 97% Rp.541.880.000 DISNAKERTRANS 
Kab. Musi 

Rawas 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja merupakan komponen yang sangat krusial pada saat 

merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah 

mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana 

yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan 

kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-

penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif 

keberhasilannya. 

 Indikator Kinerja SKPD harus mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai. Berdasarkan Visi Misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas 2021-

2026, maka salah satu tujuan dan sasaran pembangunan makro daerah adalah 

mengurangi pengangguran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi 

Rawas. Target Pengurangan Pengangguran sampai akhir periode RPJMD ditetapkan 

sebesar 2,98 %. Berdasarkan sasaran makro yang terdapat dalam RPJMD telah 

diuraikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategi dan kebijakan yang 

dilaksanakan. Beberapa tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tidak seluruhnya 

tertuang dalam RPJMD. Kesesuaian tujuan yang tercantum dalam RPJMD dengan 

tujuan yang telah disusun dalam Rencana Strategis ini dapat dilihat dari indikator dan 

target kinerja per tahun sebagaimana Tabel 7.1 berikut. 

 

7.1. Sinkronisasi Renstra Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah 

Kabupaten 

Sinkronisasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi 

Rawas dengan RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagai berikut : 
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TABEL 7.1 

SINKRONISASI ANTARA RENSTRA DENGAN RPJMD 

 
SASARAN 

RPJMD 

TUJUAN 

RENSTRA 

SASARAN 
RENSTRA 

INDIKATOR 

SASARAN 

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM 

Menurunnya 

tingkat 

pengangguran 

Menurunnya 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

Meningkatnya 
tenaga kerja 

yang berdaya 
saing 

Persentase 

tenaga kerja 

yang memiliki 

sertifikat 

keahlian 

Program 

Pelatihan Kerja 

dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

● Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 

Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari 

Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi. 

● Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta 

● Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas 

Kepada Perusahaan Kecil 

Meningkatnya 
akses 
ketersediaan 

lapangan 
kerja 

'Persentase 

Kesempatan 

kerja yang 

tersedia 

Program 

Penempatan 

Tenaga Kerja 

● Perluasan Kesempatan Kerja 

● Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi 

Informasi Pasar Kerja Online 

● Pelayanan dan Penyediaan Informasi 

Pasar Kerja Online 

● Peningkatan Perlindungan dan 

Kompetensi Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) 

Meningkatnya 
Perlindungan 

Tenaga Kerja 

Persentase 

Tenaga Kerja 

yang 

mendapatkan 

perlindungan 

Program 

Hubungan 

Industrial 

● Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi 

Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga kerja Serta Pengupahan 

● Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 

Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada 

Kepentingan 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

● Penyelenggaraan Verifikasi dan 

Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi 

Pengusaha, Federasi dan Konfederasi 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non 

Afiliasi 

Meningkatnya 

status desa 

Meningkatnya 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Meningkatnya 
Kemandirian 
Transmigran 

Persentase 

Peningkatan 

pendapatan 

transmigran 

Program 

Pengembangan 

Kawasan 

Transmigrasi 

● Penguatan SDM dalam rangka 

kemandirian satuan permukiman 

● Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi 

dan Kelembagaan dalam rangka 

kemandirian satuan permukiman. 
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7.2.  Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 

Untuk mengetahui kinerja atau tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis, disusun suatu ukuran atau indikator kinerja yang termuat dalam 

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan atau 

kegagalan dari tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam visi, misi, 

kebijakan, strategi, dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Sebagaimana 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, bahwa Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis organisasi. 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah. Adapun indikator keberhasilan kinerja atau indikator 

kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas, sebagai 

berikut : 

 Indikator Kinerja Utama Tujuan Strategis 

1. Persentase tenaga kerja yang bekerja 

 

 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 

1. Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian 

2. Persentase Kesempatan kerja yang tersedia 

3. Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan perlindungan 

4. Persentase Peningkatan pendapatan transmigran 

 

Adapun cara perhitungan dan target indikator keberhasilan kinerja atau indikator kinerja 

utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini 
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TABEL 7.2 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

TAHUN 2021-2026 

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Utama 

Penjelasan/Cara Pengukuran Satuan Sumber Data Penanggunag Jawab 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Menurunya Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Persentase 
Tenaga Kerja yang 
Bekerja 

1.1 Meningkatnya Tenaga 
Kerja yang Berdaya Saing 

Persentase tenaga 
kerja yang memiliki 
sertifikat keahlian 

𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑆𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 𝑥 100% 

Angka Bidang Pelatihan 
Kerja dan 
Produktifitas Kerja 

Disnakertrans 

1.2 Meningkatnya Akses 
Ketersediaan Lapangan 
Kerja 

 

Persentase 
kesempatan kerja 
yang tersedia 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 
 𝑥 100% 

Angka Bidang Penempatan 
Tenaga Kerja dan 
Peluasan 
Kesempatan kerja 

Disnakertrans 

1.3 Meningkatnya 
Perlindungan Tenaga Kerja 

Persentase Tenaga 
Kerja yang 
mendapatkan 
perlindungan 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎𝑛
 𝑥 100% 

Angka Bidang Hubungan 
Industrial 

Disnakertrans 

2 Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

Rata-rata 
pendapatan Per 
Kapital 

2.1 Meningkatnya 
Kemandirian Transmigrasi 

Persentase 
Peningkatan 

pendapatan 
transmigran 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
 𝑥 100% 

Angka Bindang 
Transmigrasi 

Disnakertrans 
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Tabel 7.3 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD 

NO INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA PADA 
AWAL PERIODE 

RPJMD 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 
KONDISI 
KINERJA 

PADA AKHIR 
PERIODE 
RPJMD TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Persentase tenaga kerja 
yang memiliki sertifikat 
keahlian 

7.91% 11% 15% 21% 26% 32% 37% 

2 
Persentase kesempatan 
kerja yang tersedia  

21.32% 21.82% 22.32% 22.82% 23.32% 23.82% 24.32% 

3 
Persentase Tenaga Kerja 
yang mendapatkan 
perlindungan 

33.33% 34.33% 35.33% 36.33% 37.33% 38.33% 39.33% 

4 
Persentase Peningkatan 
pendapatan transmigran 

98.39% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang menjadi 

pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan program 

dan kegiatannya guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode tahun 

2021-2026, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. 

 Pembangunan ketenagakerjaan tidak terlepas dari kondisi kependudukan. Hal ini 

karena pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja. 

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Musi Rawas setiap tahunnya meningkat yang 

apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja maka akan terjadi 

pengangguran. Begitu juga saat ini kita dihadapkan oleh adanya pandemi Covid-19 

yang dampaknya terasa ke seluruh masyarakat dimana banyak tenaga kerja yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan susahnya mencari pekerjaan. 

Kondisi ini yang perlu diperhatikan oleh OPD untuk membantu tenaga kerja 

mendapatkan penempatan kerja dan memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja. 

 Oleh karena itu pelayanan pelatihan kerja dan pelayanan penempatan tenaga 

kerja perlu ditingkatkan. Berdasarkan data, pelayanan penempatan tenaga kerja 

selama lima tahun terakhir masih di bawah target yang telah ditetapkan. Rendahnya 

penyerapan tenaga kerja dapat disebabkan karena rencahnya kualitas pencari kerja 

yang tersedia. Keterampilan dan kemampuan pencari kerja yang tidak sesuai dengan 

pasar kerja menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi permintaan kebutuhan tenaga 

kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas sepatutnya dapat 

menyediakan tenaga kerja yang terampil dan memiliki kemampuan kerja sesuai  

dengan kondisi pasar yang ada. Pelaksanaan pelatihan kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja merupakan sesuatu yang sudah seharusnya diterapkan agar 

dapat mencetak tenaga kerja yang terampil yang dapat diterima dunia usaha. 

 Dunia kerja perlu didukung oleh pelayanan hubungan industrial yang memadai 

sehingga dapat menciptakan kondisi hubungan industrial yang sehat dan harmonis. 

Salah satu pelayanan hubungan industrial adalah pelayanan penyelesaian 

perselisishan hubungan industrial yang lima tahun terakhir masih rendah. Kondisi 

hubungan industrial juga dapat ditentukan oleh tingkat kepatuhan perusahaan dalam 
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melaksanakan peraturan ketenagakerjaan. Kepatuhan ini dapat berupa diantaranya 

kepatuhan perusahaan dalam membuat Peraturan Perusahaan (PP) dan menyusun 

skala upah yang didukung oleh kuatnya kelembagaan ketenagakerjaan seperti adanya 

serikat pekerja, LKS bipartit, dan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Ketidakpatuhan perusahaan dan lemahnya lembaga ketenagakerjaan dapat menjadi 

potensi hubungan industrial yang kurang sehat dan kurang harmonis. 

 Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan memerlukan suatu perencanaan 

ketenagakerjaan yang terukur, terarah dan komprehensif serta didukung oleh data dan 

informasi yang akurat dan akuntabel. Data dan informasi yang demikian dapat diperoleh 

jika pengelolaannya dilakukan melalui suatu sistem informasi ketenagakerjaan yang 

berbasis elektronik. 

 Berdasarkan hal tersebut pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk 

menurunkan angka pengangguran, mencetak tenaga kerja terampil sehingga dapat 

diterima pasar kerja, melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan pasar, 

mencetak wirausahawan baru, dan mengurangi potensi hubungan industrial yang 

kirang sehat dan kurang harmonis, serta mendorong peningkatan perekonomian desa 

yang berada di sekitar wilayah transmigrasi, yang didukung dengan perencanaan 

ketenagakerjaan yang terarah, terukur dan komprehensif melalui Perencanaan Tenaga 

Kerja Daerah (PTKD) serta pengelolaan data dan informasi melalui sistem informasi 

ketenagakerjaan berbasis elektronik. 

 Pencapaian pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dikemukakan di atas 

dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan yang terukur. Pembangunan 

ketenagakerjaan yang dilaksanakan tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sehingga visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat 

tercapai. 
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